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Kata Pengantar

Salam solidaritas,

Konvensi CEDAW telah diratifikasi pemerintah Indonesia
sejak tahun 1984, namun sampai saat ini substansi dari
Konvensi CEDAW belum banyak dipahami baik oleh
pemerintah maupun masyarakat. Tiga prinsip CEDAW, vyaitu
non diskriminatif, persamaan subtansif dan kewajiban negara
merupakan dasar untuk mengukur dan mengkaji berbagai
tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam struktur
bernegara.

CEDAW sebagai dasar hukum yang memastikan hak-hak
perempuan tidak didiskriminasikan, mulai dari kebijakan
negara maupun program-program pemerintah. Sayangnya,
sampai saat ini masih terjadi tindakan diskriminatif terhadap
perempuan, baik di ranah domestik maupun di ranah publik.
Bahkan kebijakan diskriminatif juga terus meningkat. Hal ini
menunjukkan bahwa implementasi CEDAW belum maksimal
dilakukan.

Di sisi lain, jurnalis dan media juga dilihat belum sepenuhnya
mempromosikan nilai-nilai adil gender. Ini terlihat dengan
beberapa judul dan substansi pemberitaan, terutama pada
beberapa kasus yang disebabkan oleh keluarga, masyarakat
dan bahkan negara, justru perempuan korban kembali
menjadi korban akibat pemberitaan media tersebut. Media
justru memperburuk dan menjadi tantangan dalam
mempromosikan budaya adil gender. Padahal, media
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memiliki peranan penting dalam meminimalkan berabagai
tindakan diskriminasi  terhadap perempuan dan
menyebarluaskan nilai-nilai adil gender, salah satunya
dengan mempromosikan nilai-nilai CEDAW kepada publik
luas.

Media juga sangat berperan sebagai agen perubahan yang
dapat membangun opini di  masyarakat dalam
mempromosikan nilai-nilai adil gender dan penghentian
berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Untuk
memperkuat peran media tersebut, Solidaritas Perempuan
bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJl) dan
CEDAW Working Group Indonesia (CWGI) menyusun modul
CEDAW Promosi Budaya Adil Gender melalui penyebaran
nilai-nilai budaya adil gender yang diperuntukkan bagi
jurnalis dan media. Modul ini ditujukan untuk membangun
dan memperkuat pemahaman jurnalis mengenai budaya adil
gender dan substansi CEDAW, sehingga diharapkan kedepan
dalam pemberitaannya lebih sensitif dan adil gender.

Tentunya modul ini masih akan terus tumbuh dan
mendapatkan masukkan dari para pihak yang memiliki
kepedulian kepada penghentian segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan di berbagai ranah dengan menggunakan
kacamata jurnalisme. Semakin banyaknya agen perubahan
dari unsur jurnalis, tentunya akan semakin memperluas
prinsip-prinsip CEDAW dalam media.

Solidaritas Perempuan mengucapkan terimakasih dan
memberikan apresiasi atas kerja keras tim pembuat modul
yang terdiri dari 5 organisasi yaitu RAHIMA, Fahmina
Institut, kalyanamitra, Cedaw Working Group Indonesia
(CWGI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Risma Umar
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yang telah membantu tim untuk mendiskusikan substansi
dari modul dan AWARE Singapore yang memberikan
masukkan terhadap modul.

Diakhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada
UN Women yang telah memberikan dukungan sehingga
modul ini bisa menjadi media belajar bagi tokoh agama untuk
memahami CEDAW dalam perspektif agama Islam.

Salam solidaritas,

Puspa Dewy
Ketua badan Eksekutif
Solidaritas Perempuan
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MODUL PELATIHAN BAGI JURNALIS DAN PELAKU MEDIA:
“Promosi CEDAW Melalui Penyebaran Nilai-Nilai Adil
Gender di Media”

BAB 1
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam
macam budaya, termasuk nilai dan cara pandang terhadap
peran maupun posisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai
ragam penilaian. Perempuan tak hanya dikonstruksikan
sebagai rekannya laki-laki, namun di banyak tempat,
perempuan masih dikonstruksikan sebagai warga negara kelas
dua, sebagai pelengkap laki-laki dan dibatasi ruang geraknya
hanya pada mengurus persoalan domestik. Konstruksi ini
terjadi dari mulai ranah keluarga (rumah), hinga ranah publik
seperti di sekolah, di tempat kerja, ataupun di tempat umum
lainnya, biasanya melalui pemberlakuan norma-norma, nilai-
nilai dan serangkaian pengetahuan melalui ajaran dan buku-
buku bacaan. Konstruksi sosial atas perempuan ini juga lintas
waktu, lintas masa, lintas generasi dan lintas budaya serta
status sosial lainnya.

Pertanyaan yang muncul kemudian atas realitas konstruksi
terhadap perempuan tersebut adalah: “Jika konstruksi ini
membatasi ruang gerak perempuan, apakah ini menandakan
telah terjadinya diskriminasi yang dialami perempuan?”
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Munculnya banyak penilaian masyarakat terhadap
perempuan terjadi terus-menerus sepanjang abad. Nilai-nilai
ini kemudian tak hanya terjadi dalam norma-norma
masyarakat, namun juga mewujud dalam peraturan-
peraturan yang dibuat oleh negara. Berbagai kebijakan
diskriminatif  terhadap perempuan muncul dengan
mengatasnamakan budaya, agama, politik, maupun moralitas.
Komnas Perempuan mencatata hingga Oktober 2015,
setidaknya terdapat 389 perda diskriminatif yang hampir
semuanya berisi tentang cara mengatur berpakaian
perempuan berdasarkan interpretasi tunggal ajaran agama,
pembatasan jam malam bagi perempuan, maupun pemisahan
ruang publik antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa Perda Diskriminatif, telah terangkat dan menjadi
perbincangan publik. Misalnya Perda Kota Tangerang No. 8
Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang di salah
satu pasalnya memuat asumsi terhadap sikap dan perilaku
seseorang (perempuan) melakukan kegiatan pelacuran.
Pemberlakuan pasal ini yang dilakukan melalui razia telah
membuat seorang pekerja asal Tangerang, Lilis Lisdawati pada
tahun 2005 ditangkap, dipenjara dan tanpa menggunakan
proses peradilan. Lilis kemudian mengalami stress karena
tekanan masyarakat yang membuatnya sakit-sakitan,
kehilangan pekerjaan dan kemudian meninggal. Kasus
berikutnya yang mendapat perhatian publik adalah kasus
pemaksaan pemakaian jilbab di banyak daerah di Indonesia
yang mewajibkan perempuan tanpa mengenal agama untuk
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menggunakan jilbab. Selain itu, terdapat pula Perda yang
mengatur cara duduk perempuan.

Di sejumlah daerah, beberapa Perda juga memberlakukan jam
malam bagi perempuan. Para perempuan tak boleh pulang
lebih dari jam 21.00 waktu setempat, jika lebih dari jam
tersebut maka mereka akan ditangkap. Hal ini tentu saja
merugikan para buruh perempuan yang harus bekerja hingga
larut malam.

Tanpa alasan yang jelas, perempuan kemudian harus
menanggung blundernya pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia. Agama dan budaya setempat menjadi sarana yang
ampuh untuk membungkam dan membatasi ruang gerak
perempuan. Hal ini juga berdampak pada terhambatnya
aktivitas perempuan ataupun membatasi perempuan untuk
mendapatkan kesempatan kerja, berorganisasi serta terlibat
aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan
pembangunan.

Meski demikian, masi banyak terdapat nilai di masyarakat,
termasuk kebijakan dan kearifan lokal yang mengandung
kesetaraan dan keadilan gender, serta perlu dilestarikan dan
dipromosikan untuk mendorong hak-hak perempuan.
Misalnya saja, budaya untuk memberikan ruang pada
perempuan untuk berbicara, ataupun memilih dan terlibat di
dalam forum-forum pengambilan keputusan. Hal ini
dikarenakan budaya masyarakat yang mendasari lahirnya
norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat juga
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merupakan budaya yang bertumbuh kembang. Artinya,
budaya bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti
perkembangan pemikiran manusia. Perkembangan tersebut
bisa mendorong kesadaran akan penghapusan disksiminasi
terhadap perempuan, atau justru memperkuat diskriminasi
terhadap perempuan itu sendiri.

Secara internasional, terdapat konvensi CEDAW (Convention
on the ellimination of all forms of discrimination againts
Women atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan), yang telah diratifikasi
oleh Indonesia dan kemudian dikenal sebagai Konvensi
Perempuan pada 1984. Konvensi Perempuan ini menjadi
landasan hukum untuk melakukan upaya-upaya penghapusan
diskriminasi terhadap perempuan karena telah diratifikasi
melalui UU No. 7 Tahun 1984, sehingga secara otomatis
Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum untuk
menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan
dengan melaksanakan semua ketentuan yang termaktub
dalam Konvensi CEDAW tersebut.

Media adalah sebuah entitas yang hidup di sebuah negara,
dan memiliki peran dalam membangun dan menggiring opini
publik. Kalangan kritis selalu mempercayai bahwa media
berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah dan membawa
suara-suara masyarakat yang terbungkam. Pun dalam konteks
ini, media diharapkan melakukan kontrol terhadap adanya
perlakukan dikriminasi terhadap perempuan. Ratifikasi
konvensi CEDAW menjadi titik tolak bahwa setiap warga
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negara berhak menagih janji kepada negara (pemerintah) atas
kewajibannya untuk melaksanakan konvensi melalui berbagai
kebijakan dan program pemerintahan. Kesadaran kritis inilah
yang seharusnya dibangun oleh media. Semangat inilah yang
harus ditumbuhkan agar terjadi pendidikan politik di
masyarakat.

Media sendiri sifatnya seperti sebilah pisau tajam, yang
fungsinya ditentukan oleh penggunanya. la bisa digunakan
untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah, namun juga
bisa digunakan untuk memecah belah. Media sendiri tak
pernah lepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Tarik-
menarik antara kepentingan ekonomi dan politik membuat
media menjadi tak terbebaskan dari beragam kepentingan.

Dalam proses inilah para pelaku media ataupun orang yang
berkecimpung dalam gerakan literasi media perlu memainkan
peran untuk pendidikan kritis. Media perlu peka terhadap
pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap
perempuan, sehingga mampu menceritakan situasi nyata
yang dialami masyarakat, serta memberikan ruang bagi
masyarakat untuk berbicara, sehingga informasi yang
diberikan dapat mendorong daya kritis masyarakat, terhadap
berbagai persoalan yang terjadi, termasuk diskriminasi
terhadap perempuan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, modul ini dibangun sebagai
sebuah panduan untuk Pelatihan Bagi Jurnalis dan Pelaku
Media. Pelatihan ini akan berlangsung selama 3 hari dengan
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tema “Nilai dan Budaya Adil Gender di Masyarakat” dan
bertujuan mendorong media massa menerapkan budaya dan
nilai adil gender di media, mengajak media massa dan jurnalis
memahami apa itu diskriminasi terhadap perempuan,
dampaknya serta peran apa yang dapat diambil oleh media
dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
Selanjutnya, mengajak media massa dan jurnalis memahami
pentingnya kampanye anti diskriminasi terhadap perempuan
dan membantu mengarahkan media massa dan jurnalis untuk
memperoleh informasi yang akurat, faktual, dan terperinci
untuk publik mengenai hak asasi perempuan
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BAB 2
PERAN MEDIA DALAM MEMPROMOSIKAN BUDAYA
ADIL GENDER

2.1.Nilai dan Budaya Masyarakat: Efek Patriarkhi

Kultur yang telah mengakar sejak berabad-abad telah
membangun paradigma tentang laki-laki dan perempuan.
Kultur tersebut dipelihara dalam tindakan sehari-hari
masyarakat dan dinarasikan oleh bahasa melalui simbol-
simbol, tanda dan selanjutnya terinternalisasi ke dalam nilai-
nilai di masyarakat. Hierarkhi gender di masyarakat menilai
perempuan kalah, selalu menangis, hanya bekerja di area
domestik, sedangkan laki-laki adalah yang perkasa, selalu
menang, tak pernah menangis dan hanya bertanggung jawab
secara publik. Hal inilah yang membuat orang-orang di luar
hierarkhi menjadi kesulitan untuk diterima dalam nilai-nilai
tersebut. Bahasa yang dikontruksikan dalam konteks
patriarkhi membuat perempuan sulit untuk mengubah
‘takdirnya’, begitu juga orang-orang yang hidup di luar
hierarkhi gender.

Stereotype (pelabelan negatif) yang melekat pada perempuan
ini kemudian menimbulkan sejumlah persoalan baru yang
terjadi di masyarakat, misalnya perempuan mengalami
berbagai hambatan karena nilai-nilai yang terkandung di
masyarakat. Stereotype inilah yang menyebabkan diskriminasi
terus terjadi. Nilai ini kemudian mewujud dalam peraturan-
peraturan dan juga kebijakan negara. Sejumlah hambatan
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dialami perempuan karena nilai-nilai yang berkembang di
masyarakat, antara lain:

2.2.Hambatan Kultural

Secara kultural, perempuan sering mendapatkan label
(stereotyping) sebagai orang yang pemalu, takut, suka
menangis. Sedang laki-laki identik dengan berani, pantang
menyerah, tidak pernah menangis. Inilah yang menyebabkan
perempuan kemudian mempunyai kendala dalam
berpartisipasi dan bersuara. Hal lain ini juga vyang
menyebabkan perempuan sering merasa minder, tak punya
keberanian dan rendah diri ketika mendapatkan kritikan,
ataupun hendak mengungkapkan pendapatnya.

Hambatan kultural lain, perempuan juga dilekatkan pada
peran domestik, sebagai ibu rumah tangga, pekerja domestik,
tak pantas tampil di publik dibandingkan laki-laki. Inilah yang
menyebabkan perempuan mendapatkan banyak kritik ketika
tampil di muka publik atau menjadi pemimpin. Mereka juga
distereotypekan sebagai orang yang tak pantas memimpin.
Identitas inilah yang menyebabkan perempuan menjadi
enggan untuk berbicara terbuka, enggan tampil, malu, tidak
percaya diri. Bahkan di Amerika ada stereotype tentang
Cinderella complexe untuk perempuan, yaitu perempuan
identik dengan orang yang malu, tak percaya diri kemudian
dipinang menjadi seorang putri karena menikah dengan
bangsawan kaya.
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2.3.Hambatan Pengetahuan

Selain secara kultural, perempuan juga mempunyai banyak
hambatan pengetahuan. Banyak perempuan yang tidak punya
waktu untuk pergi dari rumah karena peran dia dalam
domestik (rumah tangga). Perempuan yang bekerja di luar
juga tak banyak mempunyai akses untuk berkomunikasi /
berjaringan / mencari pengetahuan karena ia juga harus
mengurusi urusan domestik. Dengan kata lain, beban ganda
atau beban berlebih selalu lekat dengan perempuan yang
bekerja di luar rumah maupun di dalam rumah. Inilah yang
menyebabkan laki-laki mempunyai lebih banyak pengetahuan
dan banyak waktu untuk berjaringan.

Dalam politik misalnya, indentifikasi tentang politik yang kotor
dan korup juga menyebabkan perempuan menjadi takut
untuk berkiprah di dunia politik atau memimpin. Dalam
berkomunikasi secara politik, ini bisa menjadi hambatan bagi
perempuan untuk maju dalam berpolitik atau memimpin.

Akses di perkotaan sendiri, perempuan juga banyak yang
masih mendapatkan hambatan karena teknologi adalah
wilayah laki-laki. Misalnya, beberapa perempuan boleh
menggunakan telepon genggam ketika suaminya sudah tidak
lagi memakainya.

2.4.Hambatan Struktural

Hambatan struktural berupa kebijakan juga dihadapi oleh
perempuan. Berbagai kebijakan diskriminatif yang menyasar
tubuh dan pikiran perempuan baik secara langsung maupun
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tidak langsung mengakibatkan ruang gerak perempuan
menjadi semakin terbatas. Hal ini juga menghalangi kemajuan
perempuan dalam menapatkan pengetahuan, pekerjaan, dan
berbagai aspek lainnya. Hambatan kultural juga dialami akibat
berbagai kebijakan yang belum mengakui perempuan, sebagai
entitas yang harus dilibatkan di dalam setiap pengambilan
keputusan. Akibatnya, kepentingan perempuan selalu
terpinggirkan dan tidak menjadi pertimbangan di dalam
pengambilan-pengalbilan keputusan di tingkat masyarakat
maupun Negara.

Selain itu, kebijakan terkait media ataupun teknologi di
Indonesia justru menempatkan masyarakat terutama
perempuan pada posisi rentan kriminalisasi. Misalnya saja, UU
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang
dinilai banyak sekali melakukan pembatasan terutama
kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan dapat
menghambat kreativitas masyarakat dalam beraktivitas di
internet, terutama pada pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3),
Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) ini sangat bertentangan
pada UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. UU
ITE juga dinilai membuat pembatasan-pembatasan
masyarakat untuk dapat mengontrol dan mengkritik kinerja
pemerintah sebagai pejabat publik dan juga negara.
Berdasarkan data dari LBH Pers, sejak tahun 2008 sampai
2015, setidaknya ada 87 kasus kriminalisasi dengan
menggunakan UU ITE, tidak terkecuali dialami oleh
perempuan.

10| Page



2.5.Pengalaman Perempuan (Persuasif dan Melakukan
Praktik terhadap Isu)

Meski menghadapi sejumlah hambatan, sejumlah penelitian
lain juga menyebutkan bahwa dengan kondisi ini, perempuan
harus melihat kelebihannya melalui pengalaman perempuan
sehari-hari, vyaitu: perempuan lebih pandai untuk
berkomunikasi secara personal, komunikatif dan perempuan
juga memiliki ruang aman perempuan dalam berdiskusi dan
berbagi informasi bagi perempuan. Meski ruang komunikasi
dan informasi perempuan di dunia publik selama ini dibatasi,
perempuan masih memperoleh berbagai ruang antara lain,
saat pengajian, menjemput atau mengantar anak sekolah,
kegiatan posyandu dan sebagainya

Kelebihan lain, karena setiap hari berpraktik dengan
persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungannya, ini
menjadikan perempuan sangat paham dan memiliki
pengalaman yang cukup untuk bagaimana mengelola isu dan
berpraktik secara isu, misalnya: perempuan lebih dekat
hubungannya dengan masyarakat di sekitarnya, perempuan
juga mampu melakukan komunikasi politik dengan membawa
isu kemiskinan, kesehatan di masyarakat dengan pengalaman
dan bahasa yang sangat umum dan dipahami oleh masyarakat
luas dan dengan mencontohkan masalah-masalah yang terjadi
di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat luas. Contohnya
saja persoalan air bersih, persoalan akses dan kontrol
perempuan atas hasil kebunnya dan lain sebagainya. Hal Ini
yang membuat perempuan kemudian lebih diterima dalam
berkomunikasi.
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2.6.Gender dan Nilai-Nilai Budaya

Pelekatan peran gender yang tidak dapat diubah menurut
masyarakat  menimbulkan stereotype dan selanjutnya
mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan.
Perempuan mendapat perlakuan diskriminatif secara
domestik maupun di lingkungannya. Nilai dan budaya lokal
yang pelan-pelan tergantikan dengan budaya baru
menyebabkan perempuan tak mempunyai ruang untuk
berekspresi. Budaya lokal yang memberikan keadilan gender
pun kemudian berubah menjadi budaya yang tidak adil gender
dan tenggelam oleh budaya dan kebiaaan-kebiasaan baru
yang dinilai lebih modern. Hal ini diperkuat dengan kebijakan
negara yang justru melanggengkan budaya tidak adil gender
tersebut dengan aturan-aturan yang tidak berpihak dan
diskriminatif terhadap perempuan. Nilai-nilai budaya ini juga
menjadi alat untuk terus melanggengkan pembedaan peran,
fungsi dan ekspresi dari laki-laki dan perempuan yang
merupakan bentukan sosial, baik di ranah domestik maupun
publik

Demokrasi yang diandalkan sebagai arena partisipasi aktif dan
setara bagi seluruh komponen warga hanya akan terwujud
ketika dominasi dan subordinasi antar individu atau kelompok
terhapus. Menyuarakan suara perempuan dan memberikan
ruang untuk perempuan harus disadari oleh kita semua
sebagai upaya memperjuangkan hak asasi manusia, karena
dalam kehidupan publik dan domestik perempuan harus
dijamin hak-hak politiknya.
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2.6.1. Ranah Keluarga

Dalam lingkungan terkecil di dalam keluarga misalnya,
perempuan sering dianggap sebagai seseorang yang tak
pantas memimpin/ bersuara. la juga dianggap pasif dan tidak
boleh mengambil keputusan. Nilai dan budaya sering
menyatakan bahwa laki-laki tugasnya memimpin dan
perempuan dipimpin. Hal ini juga berlaku dalam pemerintah
kecil di desa, dimana laki-laki mempunyai hak sebagai kepala
Rukun Tetangga (RT) sedangkan perempuan tidak berhak. Hal
lain perempuan juga tak pantas untuk memimpin dalam
beribadah dan organisasi agama. Pemimpin selalu identik
dengan laki-laki. Hal ini juga terjadi dalam masyarakat adat
dan masyarakat pedalaman (indigenous people).

2.6.2. Ranah Masyarakat/Lingkungan

Dalam identitas di lingkungan mereka, perempuan juga harus
bekerja keras untuk menunjukkan kemampuannya, maka
perempuan kemudian melakukan tugas publik tanpa
meninggalkan tugas domestik agar diakui keberadaannya.

2.6.3. Ranah Tempat Kerja

Perempuan masih mendapatkan diskriminasi di dalam ruang-
ruang kerja, termasuk perempuan yang bekerja sebagai
jurnalis. Kekerasan seksual masih terjadi, dilakukan oleh
redaksi media tersebut atau oleh posisi dan jabatan pekerja
yang lebih tinggi dari jurnalis tersebut. Bahkan terkadang
perempuan dijadikan sebagai objek untuk mendapatkan
berita misalnya untuk jurnalis perempuan dijadikan alat untuk
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mewawancarai narasumber dengan diharuskan berpakaian
terbuka.

2.6.4. Ranah Negara

Nilai yang tidak adil gender tersebut kemudian mewujud
dalam peraturan dan kebijakan negara yang mendiskriminasi
terhadap perempuan seperti yang terdapat dalam Perda yang
justru mendiskriminasi perempuan.

2.6.5. Dilnstitusi Pendidikan

Di sekolah, diskriminasi terhadap perempuan kembali terjadi
baik di dalam peraturan maupun dalam buku-buku bacaan.
Kalimat seperti perempuan identik dengan pink dan laki-laki
identik dengan biru semakin menunjukkan bahwa ada
pembedaan perlakuan di masyarakat untuk perempuan dan
laki-laki. Dalam relasi tersebut kultur kemudian menempatkan
laki-laki diatas perempuan dan diamini oleh sistem patriarkhi.

2.7.Kemajuan dan Kemunduran Pembangunan, Persamaan
dan Pemerataan Perempuan
Sejumlah capaian dalam pembangunan, pemerataan dan
persamaan untuk perempuan terlihat dari beberapa data
dalam 5 tahun belakangan ini. Dokumen CSO Forum Asia
Pasifik dari Indonesia dalam Beijing+20 menyebutkan bahwa
sejumlah reformasi hukum dan kelembagaan telah dilakukan,
menguatnya peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan
persamaan dan kesetaraan perempuan, mengintegrasikan isu
gender dalam sejumlah kebijakan, dibuatnya gender analysis
Pathway (PAG) sebagai petunjuk praktis pelaksanaan analisis
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gender dalam kebijakan, serta dibuatnya strategi nasional
percepatan pengarusutamaan gender.

Namun sejumlah kemunduran juga terjadi dalam 5 tahun ini
seperti: angka Perda diskriminatif yang tinggi dan menguatnya
fundamentalisme di Indonesia, angka kematian ibu dan bayi
yang justru semakin tinggi, tingginya kasus yang menimpa
buruh perempuan dan buruh migran perempuan, serta
tingginya angka kekerasan seksual. Hal lain adalah masih
buruknya perlakuan terhadap LGBT.

Diskriminasi gender juga masih terjadi di aspek-aspek
pembangunan. Meski ada kemajuan, ketidaksetaraan gender
tetap terjadi di semua negara. Di Indonesia misalnya:

1. Diskriminasi tersebut mewujud di beberapa kebijakan
negara seperti semakin banyak munculnya Peraturan
Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan.
Komnas Perempuan hingga Oktober 2015 mencatat ada
sekitar 389 Perda yang mendiskriminasi perempuan. Hal
ini juga  menunjukkan  menguatnya nilai-nilai
fundamentalisme yang berkembang pesat di tengah
masyarakat.

2. Perempuan masih mendapatkan diskriminasi dalam
mengakses keterbukaan informasi dan penguasaan
teknologi

3. Diskriminasi lain masih terjadi pada perempuan di
kelompok marjinal misalnya pada perempuan pekerja
seks, perempuan PRT, perempuan buruh, perempuan
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migran, perempuan dalam agama minoritas, perempuan
disabilitas dan LGBT.

Perempuan juga masih mengalami kesenjangan dalam
sistem pengupahan, kepemilikan tanah dan dalam
mengakses sumber daya produktif termasuk pendidikan,
tanah dan keuangan. Banyak perempuan tidak memiliki
tanah dan status kepemilikannya lemah dibandingkan
laki-laki. Bahkan upaya mencari keadilan lewat hukum
juga digagalkan oleh negara. Ketika masyarakat sipil
mengajukan gugatan judicial review atas UU nomer 25
tahun 2007 tentang penanaman modal karena melanggar
hak konstitusi warga negara, Mahkamah Konstitusi justru
menolak gugatan tersebut dan hal ini berarti semakin
memberi hak yang luar biasa kepada pemerintah untuk
memberikan ijin kepada perusahaan asing (PMA) untuk
menyewa tanah selama seratus tahun (termasuk
perpanjangan kontraknya). UU ini juga memberikan
fasilitas dengan mempermudah ijin bagi perusahaan asing
yang akan menanamkan modal ke Indonesia dan
membebaskan para pemilik modal untuk mengeksploitasi
sumber daya alam dan yang akan semakin tersingkir. UU
ini akhirnya semakin memiskinkan perempuan.

Dalam Politik, perempuan masih mengalami diskriminasi
yang sangat kental dan tetap dianggap sebagai orang yang
tak pantas terjun di dunia politik dan hanya dianggap
sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota partai politik.
Walaupun terdapat 8 menteri dalam masa pemerintah
Jokowi-Jusuf Kalla (jumlah tertingi perempuan yang duduk
di kabinet sejak berdirinya Indonesia), namun
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menurunnya angka perempuan yang terpilih di parlemen
periode 2014-2019 menunjukkan adanya persoalan dalam
politik, yaitu perempuan hanya digunakan sebagai objek
untuk memenuhi kuota. Dalam Pemilu legislatif 2014,
jumlah anggota parlemen menurun dibandingkan 5 tahun
sebelumnya, vyaitu dari 101 orang (17,86%) justru
menurun dan menjadi hanya 79 orang (14%).

Tingginya angka kekerasan seksual yang dialami
perempuan menunjukkan bahwa perempuan masih
dilemahkan oleh struktur dan nilai dalam masyarakat
patriarkhi. Tercatat ada 1060 kasus kekerasan yang
dialami perempuan pada tahun 2011-2012 di Aceh. Jenis
kekerasan yang paling dominan adalah selama penegakan
syariah islam yaitu sulitnya perempuan mendapatkan
akses keadilan, terstigmatisasi, terdiskriminasi dan
meningkatnya tindakan intoleransi (Laporan Komnas
Perempuan-Jaringan Pemantauan Aceh 231)

Jaringan Pemantau Aceh 2011-2012 mencatat setidaknya
319 perempuan menjadi korban kekerasan seksual pada
masa konflik bersenjata yang hingga saat ini belum
mendapatkan haknya atas kebenaran, keadilan dan
pemulihan.

Data  Kementerian  Pendidikan Nasional 2012
menunjukkan angka buta huruf di Indonesia 8,5 juta jiwa
dengan 5,1 juta diantaranya adalah perempuan.

Data tahun 2012-2014 menyebutkan bahwa di sektor
buruh, buruh perempuan masih mengalami kekerasan
seksual dan pelecehan, buruh migran perempuan belum
mendapatkan perlindungan sejak sebelum berangkat,
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10.

ketika berangkat, dalam penempatan selama bekerja dan
pada saat pemulangan. Negara yang tidak memberi
perlindungan dan pengawasan kepada buruh migran
perempuan (BMP) menyebabkan Perempuan buruh
migran masih mendapatkan perlakuan kerja yang buruk,
gaji kurang, jam kerja yang panjang dan tidak mempunyai
ruang untuk bersosialisasi di Negara tujuan. Sedangkan
sampai sekarang perempuan Pekerja Rumah Tangga
(PRT) belum diakui haknya sebagai pekerja dengan belum
disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Diskriminasi banyak terjadi pada siswa-siswa perempuan
yang hamil. Banyak peristiwa yang terjadi di tahun 2013-
2014 menunjukkan banyak siswi yang sedang mengalami
kehamilan ditutup aksesnya terhadap pendidikan dan
dipecat dari sekolah karena dianggap tidak bermoral dan
memalukan “nama” sekolah. Bahkan baru-baru ini
terungkap kembali bahkan institusi negara seperti POLRI
melakukan tes keperawanan sebagai salah satu
persyaratan kelulusan bagi calon POLWAN.

2.8.Sejarah CEDAW
Tepatnya pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB

menyetujui sebuah rancangan Konvensi CEDAW (Convention

of Elimination of All Forms of Discrimation Against Women)

atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada

Perempuan. Konvensi CEDAW dikeluarkan untuk melindungi

dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.

Konvensi CEDAW lahir Karena mengkritisi dominasi wacana
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dan pemahaman di Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang
menempatkan laki-laki dalam segala-galanya.

Pemerintah Indonesia kemudian menandatangani konvensi
ini pada 29 Juli 1980 dan kemudian mengesahkan (ratifikasi)
konvensi CEDAW menjadi hukum nasional pada tanggal 24 Juli
1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984. Negara-negara peserta
Konvensi kemudian wajib membuat peraturan dan kebijakan
untuk menghapus diskriminasi pada perempuan dalam
kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negara,
khususnya menjamin persamaan antara laki-laki dan
perempuan dalam kontek hak asasi manusia, yaitu meliputi:
hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan kesempatan yang
sama, menerima upah dan tunjangan yang sama,
perlindungan kerja dll.

Dengan diratifikasinya Konvensi CEDAW, seharusnya negara
Indonesia berupaya keras menghapuskan diskriminasi
terhadap  perempuan diwilayahnya, namun  fakta
membuktikan bahwa perempuan masih mengalami banyak
diskriminasi di lingkungannya, juga di media.
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BAB 3
KONTEKS

3.1 Kondisi Media di Indonesia

Media adalah ruang yang selama ini banyak melanggengkan
nilai-nilai  patriarkhi di masyarakat. Melalui publikasi-
publikasinya, Media melakukan stereotype, melakukan
pembakuan peran gender dan berakibat pada diskriminasi
terhadap perempuan di masyarakat.

Penyebabnya selain nilai patriarkhi yang ada di masyarakat
juga penguasaan para pemilik media yang patriarkhis dalam
ruang-ruang di media. Media banyak digunakan untuk
kepentingan politik dan ekonomi pemilik media. Akibatnya
seringkali tak ada ruang untuk bernegosiasi di media. Padahal
media seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melakukan
kritik terhadap pemerintah dan alat penyampai pesan suara
masyarakat yang terbungkam. Kondisi saat ini menunjukkan
bahwa banyak pemilik media yang partisan, sehingga
menyebabkan tidak terjaminnya independensi dan
demokratisasi media dan semakin mengurangi ruang untuk
perempuan di media.

Melalui simbol dan tanda yang dihasilkan, media kemudian
membesarkan nilai ini ke dalam bentuk berita, tayangan di
televisi, maupun talkshow di radio. Stereotype atas nilai-nilai
patriarkhi yang melekat di masyarakat kemudian
menimbulkan perilaku diskriminasi terhadap perempuan.
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Media online dan televisi dan sejumlah media lain misalnya
mempunyai logika waktu pendek. Logika waktu pendek ini
yang menyebabkan media menyampaikan informasi yang
dangkal, hanya untuk memenuhi pragmatisme ekonomi dan
politik, yang akhirnya berdampak pada pragmatisme
tayangan.

Secara umum kondisi media di Indonesia dilihat dari
perspektif perempuan dan anak mengalami 2 periode yang
tidak baik dan memprihatinkan. Periode tersebut yaitu:

3.1.1 Pers Orde Baru (Otoritarian)

Pers di Indonesia mengalami perubahan besar setelah
pemerintahan Orde baru jatuh. Di jaman Orde baru media
berada dalam kekangan pemerintah (pers otoritarianisme).
Pers dilarang untuk kritis, tidak ada kebebasan berpendapat
minimnya penguatan perempuan dan anak di media. Isu
perempuan dan anak dikonstruksikan sesuai selera pasar.
Banyak media massa yang muncul hanya menawarkan
konsumerisme dan justru mengkonstruksikan kembali
perempuan sebagai orang yang mengurus domestik. Selain itu
lebih banyak media di jaman orde baru menuliskan
perempuan sebagai bagian dari lifestyle/ gaya hidup modern.
Masa Ini adalah periode terburuk dalam kehidupan pers dan
semua pihak sudah sepakat: tidak ingin mengulangnya lagi.
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3.1.2 Pers Reformasi (Liberal)

Sejak peristiwa reformasi 1998 hingga saat ini, katup
kebebasan yang dulu tertutup dibuka lebar untuk pers.
Namun saat ini pers di Indonesia tumbuh secara liberal (pers
liberal). Di masa ini seharusnya suara publik/masyarakat
banyak didengar, namun justru yang terjadi sebaliknya: media
hanya melayani informasi terkait kehidupan elit,
merendahkan perempuan melalui tayangan sinetron, berita
dan iklan yang bias gender, bahkan pada Pemilu 2014, media
digunakan untuk kepentingan politik praktis. Pemilik media
menggunakan medianya untuk kepentingan peruntungan
ekonomi dan politik/partainya. Semua mekanisme pers
akhirnya ditentukan oleh pasar. Walaupun porsi konten
terhadap perempuan meningkat jumlahnya seiring jumlah
media yang jumlahnya juga jauh lebih banyak dibandingkan di
masa Orde baru (di jaman orba jumlah media di Indonesia
kurang lebih: 350 media, namun di masa reformasi jumlah
media menjadi kurang lebih 3000 media). Perempuan masih
dikonstruksikan di dalam sinetron, iklan dan berita secara
sretereotype sebagai: orang yang emosional, cerewet, sangat
senang mengurusi persoalan personal orang lain, cengeng.
Pembakuan pelabelan terhadap perempuan inilah yang
menyebabkan perempuan kemudian mendapatkan perilaku
diskriminasi di masyarakat.

Siaran informasi dan komunikasi yang sehat bagi publik
perempuan dan anak yang seharusnya diproduksi sebagai
wujud demokratisasi media, sangat jarang kita lihat.
Sebaliknya yang terjadi, perempuan dilihat hanya sebagai
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konsumen, di media online perempuan banyak mendapatkan
kekerasan, stereotyping dan kemudian diskriminasi. Berita
ekonomi dan politik mayoritas Jakarta sentries, padahal
Indonesia sangat luas. Hampir semua media diisi acara-acara
yang hanya ditujukan untuk menaikkan rating dan share, serta
minim pendidikan publik untuk perempuan dan anak. Padahal
seharusnya persoalan marjinal seperti perempuan dan anak
bisa masuk menjadi bagian isi di media.

Media penyiaran swasta di Indonesia kini hanya dimiliki oleh
12 kelompok pemilik media, berskala nasional. Media
penyiaran komunitas dan media publik seperti RRI-TVRI
berada dalam posisi marginal. Diperlukan penataan ulang
arsitektur media di Indonesia, antara lain dimulai dengan
membenahi RRI-TVRI dan media komunitas, menjadikan
keduanya sebagai media utama dan meningkatkan media
komunitas sehingga perempuan tidak hanya dijadikan obyek
semata dalam media mainstream namun juga menjadi
produsen untuk memproduksi media sendiri. Selain itu,
lemahnya pendidikan publik yang lemah melalui konten isi
media membuat isu perempuan dan anak menjadi minim
mendapatkan peran di media.

3.1.3. Eksistensi Regulator Media

Hasil reformasi politik dalam tata kelola penyiaran antara lain
adanya regulator independen seperti Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI), Dewan Pers dan Komisi Informasi (KI). Namun
dalam kerjanya kewenangan KPI dalam menata penyiaran
masih terbatas. Dewan Pers hanya bertugas untuk meredam
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kasus-kasus yang terjadi di media-tapi tidak mempunyai
kapasitas untuk turut menyelesaikan. Sedangkan Komisi
Informasi belum bisa bekerja maksimal karena pemerintah
secara garis besar masih menutup informasi-informasi yang
seharusnya bisa diakses oleh publik.

Dalam penyiaran, problemnya adalah terdapat dualisme
regulator, KPl dan Kominfo, yang prakteknya kerapkali
membingungkan. Perjuangan untuk menjadikan media yang
sehat, menyuarakan hak perempuan dan mengatur ekonomi
pasar media tersendera oleh konflik kewenangan dua
lembaga. Fungsi regulator tunggal yang seharusnya dilakukan
oleh KPI, dilakukan pula oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika (KOMINFO). Hal ini yang membuat kewenangan
KPI mengatur media agar berpihak pada perempuan dan anak
menjadi sulit dilakukan. Kominfo selalu membiarkan para
pemilik media yang berorientasi pada pasar dan kemudian
menggunakannya untuk kepentingan ekonomi dan politik,
padahal seharusnya Kominfo mempunyai kebijakan soal
bagaimana seharusnya berpihak pada publik dan menjamin
independensi media.

Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
kewenangan Kominfo dalam tata kelola media penyiaran
melebihi yang seharusnya dilakukan pada kementerian di
negara demokrasi. Dalam praktiknya Kementerian ini
mengurus dari hulu ke hilir persoalan media, bahkan terlalu
jauh mengurus hingga hal teknis seperti turut mendirikan
radio komunitas. Kominfo telah mengambil alih kewenangan
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regulator penyiaran yang seharusnya dikelola sepenuhnya
oleh KPI yaitu mengeluarkan perijinan siaran dan frekuensi.
Sehingga mengakibatkan tata kelola kepemilikan penyiaran
tidak sehat dan mengakibatkan industri media menguasai
pasar ekonomi hingga mempolitisasi media. Penegakan
hukum dari KPI melalui P3SPS mengenai siaran perempuan
dan anak menjadi tidak efektif.

Berdasarkan data KPI 2011 hingga pertengahan 2013,
pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh TV adalah
pelanggaran perlindungan anak. Terlihat sekali industri TV
tidak peduli dengan kepentingan anak dan remaja, kelompok
yang disebut khalayak khusus karena rentan terpengaruh
media.
a. Banyak acara yang dipertontonkan pada jam di mana
banyak anak dan remaja banyak menonton adalah
acara yang tidak tepat untuk anak dan remaja. b.
Banyak acara anak bermuatan tidak sehat untuk anak.
b. Banyak acara tidak mencantumkan klasifikasi acara.
c. lklan rokok berlimpah

Solusinya, Kementerian Kominfo tidak boleh terlalu jauh
mengatur tata kelola media, tidak mengurusi kewenangan
perizinan frekuensi yang menyebabkan segala kegiatan
penegakan hukum dan pembenahan isi siaran oleh KPI
menjadi mandul. Kewenangan Kominfo dimasa depan harus
fokus kepada produksi regulasi-regulasi/UU yang bermuatan
prinsip demokrasi salah satunya dengan perspektif
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perempuan dan anak dan pemberdayaan perempuan dan
anak melalui media literacy.

3.1.4. Pers Demokratis

Sistem pers demokratis merupakan cita-cita bersama. Secara
umum pers demokrasi tidak menyerahkan mekanisme pers ke
pasar, dan tidak menyerahkan keperuntungannya pada
pemilik media yang hanya mencari keuntungan ekonomi dan
pemilik media yang berpolitik.

Pemerintah seharusnya fokus pada pengembangan kebijakan
dan tata kelola media dan komunikasi yang berorientasi pada
partisipasi dan keterbukaan masyarakat. Pemerintah
berfungsi sebagai fasilitator bagi pemberdayaan masyarakat.
Kominfo seharusnya menjadi fasilitator keterbukaan
masyarakat dan memfasilitasi berbagai regulasi serta
penguatan regulator dalam konteks partisipasi masyarakat
dan menjamin independensi. Sehingga berbagai persoalan
masyarakat seperti perempuan, anak bisa masuk menjadi isu
penting di media.

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam membangun
perspektif perempuan di media:

1. Mengembalikan kewenangan Kominfo kepada fungsi
fasilitator sistem penyiaran demokratis, kebebasan
berekspresi dan mengakses informasi. Dengan
mengembalikan  kewenangan kepada lembaga
regulator (KPI) maka fungsi KPI tidak mandul dalam
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menjamin content yang sehat bagi perempuan dan
anak di media.

Pemerintahan harus memperkuat lembaga negara
independen yang sudah ada dalam hal ini Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi (KI)
dan Dewan Pers untuk memperkuat isi siaran bagi
perempuan dan anak.

Pemerintah harus memberi perhatian khusus kepada
media-media penyiaran publik (komunitas, TVRI, RRI)
bukan dalam konteks intervensi content di media,
tetapi membuat regulasi yang memungkinkan
lembaga penyiaran publik dan komunitas bisa
independen, mandiri dan profesional.

KPI sebagaimana lembaga serupa di negara maju yang
demokratis, harus diberi kewenangan secara
sepenuhnya yaitu untuk mengelola ijin penyiaran dan
ijin frekuensi dan menjadi regulator yang sehat untuk
tayangan perempuan dan anak.

Pemerintah harus melakukan revisi terhadap UU
Penyiaran, revisi terhadap UU ITE dalam upaya
melindungi kriminalisasi atas kebebasan berekpresi di
dunia maya, memperkuat KPIl sebagai regulator
tunggal dan memperkuat kebebasan pers di
Indonesia. Dari sinilah ada jaminan kekuatan untuk
membangun content perempuan dan anak di media.
Begitu juga dalam hal mendapatkan akses atau ruang.
Di media, karena tak banyak tampil di depan publik
dan merasa tak punya pengetahuan cukup maka
perempuan tak berani berbicara di depan media. Ini
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mengakibatkan banyak laki-laki yang mengisi media
untuk berkomunikasi secara politik. Sejumlah
penelitian dan literatur menyebutkan bahwa yang
paling penting dilakukan para perempuan dalam
berpartisipasi adalah: perempuan harus berani untuk
berbicara. Karena berbicara merupakan aspek
komunikasi dimana mereka bertemu dengan publik.
Perempuan juga harus didorong untuk masuk ke
ruang publik. la juga harus didorang untuk
menegosiasikan pekerjaan rumahnya dengan suami di
rumah.

Untuk mendapatkan pengetahuan, perempuan harus
diberikan kesempatan, pengetahuan, diberikan beasiswa dan
pelatihan yang aksesibel dan terjangkau agar bisa
menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk
berbicara.

3.1.5. Jurnalisme Berperspektif Gender

Terdapat 3 perspektif dalam melihat media dan perempuan
yaitu: perspektif positif, perspektif konstruktif dan perspektif
kritis.

1. Perspektif positif: kalangan perspektif positif melihat
bahwa persoalan perempuan di media adalah sesuatu
yang sudah terberi (given). Perempuan
distereotypekan sebagai orang yang pemarah, tak
bisa memimpin, mengurus publik dan domestik dan
menyukai gaya hidup/life style. Rata-rata perspektif
ini  banyak terjadi di media yang kemudian
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membesarkan kontsruksi nilai-nilai budaya patriarkhi
di masyarakat.

Media seperti ini umumnya melihat kasus perkosaan
terhadap perempuan misalnya merupakan kasus yang
telah biasa dialami.

Perspektif  Konstruktif: kalangan perspektif
konstruktif melihat bahwa persoalan perempuan di
media merupakan persoalan penting dimana ada
ketidakadilan yang terjadi pada perempuan.

Media seperti ini umumnya mulai menuliskan soal
ketidakadilan yang dialami perempuan.

Perspektif Kritis: Kalangan perspektif  kritis
membongkar apa yang dilakukan media terhadap
perempuan, misalnya: perempuan tidak hanya
mendapatkan ketidakadilan, namun juga
mendapatkan diskriminasi karena kelas, stereotype
yang disebabkan oleh relasi kelas dan budaya.
Pembongkaran dilakukan dari perspektif kritis
(ekonomi dan politik media).

Media seperti ini umumnya melihat bagaimana struktur

pemerintah, struktur kelas yang kemudian menyebabkan

perempuan tidak mempunyai ruang di media, juga berbagai

persoalan lain seperti persoalan kelas yang menyebabkan

buruh perempuan bernasib buruk, juga tidak adanya ruang

untuk perempuan di media. Selanjutnya pembongkaran juga

dilakukan pada bahasa dan simbol-simbol. Bahasa dihasilkan

dari konsensus patriarkhi yang melemahkan perempuan.
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Seorang feminis yang juga pengamat media, Lisbeth van
Zonen kemudian menulis tentang bagaimana melihat kiprah
perempuan di media:
a. Berapa banyak perempuan yang sudah terlibat di
media?
b. Apakah mereka sudah dalam posisi sebagai pengambil
kebijakan dalam proses produksi/dalam redaksi?
c. Potensiapa saja yang mereka punyai untuk membawa
isu perempuan di media?

Feminis multikultural, Angela Mc Robbie kemudian
menambahkan teori untuk melihat bagaimana posisi
perempuan di media:
1. Apakah perempuan telah tampak di media? Jika tidak,
mengapa’?
2. lJika perempuan tampak, lalu dimana posisi mereka?
3. Bagaimana cara mereka menegosiasi keputusan?
4. Strategi apa yang mereka lakukan  untuk
mengorganisir dirinya?

Secara umum, bagaimana kondisi media dan perempuan saat
ini? Gugatan terhadap media di Indonesia semakin menguat
dengan semakin mencengkeramnya kapitalisme dalam
industri media. Dalam persepektif ekonomi politik, media
merupakan wadah dimana terjadi tarik-menarik antara
kepentingan ekonomi (pemilik modal) dan politik (permainan
kekuasaan). Golding dan Murdock melihat bahwa produk
media merupakan hasil konstruksi yang disesuaikan dengan
dinamika ekonomi yang sedang berlangsung dan struktur-
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struktur dalam institusi yang menyokong berputarnya roda
institusi media. Jadi dalam perspektif ekonomi politik, media
tak pernah lepas dari kepentingan kekuasaan pemilik, politik
dan struktur yang ada.

Di Indonesia, kini telah tumbuh banyak media yang bukan
media konvensional. Jika dulu masyarakat hanya bisa
membaca koran, namun seiring waktu orang bisa
mendengarkan radio, jumlah televisi makin bertumbuh subur
dan kini munculnya new media dengan tumbuhnya kanal-
kanal dotcom dan sosial media (twitter dan facebook). All
(Aliansi Jurnalis Independen) mencatat, jika dulu di era
sebelum reformasi, jumlah media yang ada di Indonesia hanya
sekitar 300 media, kini jumlah media mencapai kurang lebih
3500 media.

Banyak tumbuhnya media di Indonesia, ternyata bukan tanpa
persoalan. Dari sinilah kita akan melihat, apakah media-media
yang tumbuh di Indonesia sudah menuliskan tentang isu-isu
perempuan?

3.2 Wajah media di Indonesia

Penelitian yang dilakukan Yanuar Nugroho dkk yang berjudul
memetakan lansekap industri media kontemporer di
Indonesia (Ford Foundation, Hivos, 2012) membuktikan
bahwa : industri media di Indonesia sudah mengarah ke
industri yang oligopolistik dan hegemonik. Bersamaan dengan
pertumbuhan industri media yang sangat cepat, konsentrasi
kepemilikan media tidak bisa dihindari, dan menjadi nyata
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terlihat dalam penelitian ini. Konglomerasi menjadi ciri
perkembangan industri media di Indonesia, membuat
khalayak menjadi hanya sekadar konsumen, bukan warga
negara yang memiliki sejumlah hak terhadap media. Ada
implikasi ganda dari pola perkembangan industri media saat
ini: pertama, pola perkembangan industri media dewasa ini
telah membahayakan peran publik didalam bermedia; kedua,
pola ini membuat peran warga negara dalam hal ini
perempuan dan kelas marjinal seolah tidak berarti dalam
dalam proses pembentukan cara kerja media.

Penelitian juga membuktikan bahwa: saat ini, konten dari
semua kanal media di Indonesia telah menjadi mirip satu sama
lain seperti tampak pada banyak sinetron, acara gosip,
entertainment dll. keberagaman informasi lenyap sebagai
akibat dari meningkatnya konsentrasi kepemilikan media.

Menyadari bahwa kepemilikan perusahaan media yang
meningkat ini terletak di tangan orang-orang yang juga adalah
politisi, pemaparan media untuk beberapa isu-isu politik yang
sensitif cenderung dikendalikan oleh beberapa kelompok
tertentu yang berkuasa. Mereka mengendalikan apa yang bisa
dilihat, dibaca atau didengar oleh warga. Kepentingan umum
milik publik tidak sepenuhnya disampaikan dan media
mempunyai kendali terhadap konten pemberitaan publik.
Dengan kata lain, apa yang dilaporkan ke publik sebagai
sesuatu yang penting tergantung dari apa yang dianggap
penting oleh pihak-pihak yang mengendalikan media.
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Persoalan lain yang kini tengah mengintai adalah:
berpindahnya proses TV analog ke TV digital menjelang pemilu
di tahun 2014 juga masih menyimpan banyak persoalan. Dari
data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hanya beberapa
pengusaha saja yang akan memiliki kanal-kanal baru dalam
frekuensi digital ini. Padahal akan ada 72 kanal TV digital di
Indonesia nantinya. Dalam sebuah diskusi di All tentang
perubahan tv analog ke tv digital, ketakutan akan terjadinya
duplikasi informasi akan semakin terjadi. Jika selama ini
sejumlah penelitian membuktikan tentang banyaknya
tayangan yang tidak mendidik yang disiarkan televisi seperti
sinteron dan reality show, maka tayangan duplikasi dari
sinteron dan reality show ini akan semakin banyak terjadi
dalam tv digital nanti. Ini artinya masyarakat akan semakin
banyak mendapatkan duplikasi tayangan yang tidak mendidik.
Ketakutan lainnya, distribusi tentang tayangan atau content
perempuan dan marjinal akan semakin berkurang
keberadaannya.

Padahal media adalah ruang publik yang mementingkan
kepentingan publik, dimana semua gagasan dari publik akan
tumbuh dalam proses demokratisasi. Jika media tak
menuliskan  kepentingan publik dan isu-isu marjinal,
bagaimana masyarakat bisa berharap akan terjadi perubahan
di media?

Untuk melihat sebuah media, kita tak bisa lepas dari teks.
Karena teks merupakan representasi dari isi media. Karena
dari teks inilah kita akan tahu produk yang dihasilkan dan dari
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sisi ekonomi politik pilihan-pilihan kebijakan dari sebuah
media, apakah media ini hanya akan meraup keuntungan
pemilik (secara ekonomi) atau ada kepentingan politik di
sekitar media?

Seorang ahli komunikasi, Mosco menyebutkan bahwa ada tiga
bentuk komodifikasi dalam sebuah komunikasi:

1. Komodifikasi konten, dimana pesan/teks media
diproduksi dengan menggunakan simbol-simbol
sebagai representasi hingga terwujud dalam bentuk
produk yang dipasarkan

2. Komodifikasi audiens, dimana audience dijadikan
komoditas yang dijual kepada pengiklan

3. Komodifikasi pekerja, dimana keahlian dan jam kerja
para pekerja dijadikan komoditas dan dihargai dengan

gaji.

Kepentingan ini biasanya menjadikan pemasukan iklan
sebagai prioritas utama. Cara melihat prioritas utama vyaitu
dengan melihat produk sebagai hasil jualan atau melihat
rating/share. Hal ini menjadikan kualitas produk media
menjadi nomor kesekian, yang paling penting adalah
bagaimana berjualan atau bagaimana ini bisa menguntungkan
secara ekonomi dan peruntungan politik.

Sebuah penelitian penting datang dari Merlyna Lim. Merlyna

Lim adalah seorang warga negara Indonesia yang kini menjadi
peneliti di Arizona State University di Amerika.
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Penelitian Merlyna Liem hanya sederhana saja. la ingin
mengetahui apakah new media( media baru) seperti: media
dotcom dan sosial media (facebook dan twitter), di Indonesia
bisa menjadi media yang membantu dalam proses
demokratisasi rakyat di Indonesia? Karena selama ini
masyarakat di Indonesia sepertinya sangat gegap-gempita
menggunakan new media untuk kepentingan kampanye sosial
dan politik. Namun betapa menghentakkannya hasil
penelitian Merlyna Liem: ternyata new media/ media baru di
Indonesia tak terbukti membantu dalam proses demokratisasi
di Indonesia. Beberapa argumen penelitian membuktikan
bahwa : isu yang diusung dalam sosial media kebanyakan
adalah isu mainstream. Isu yang naik di sosial media
kebanyakan hanyalah isu-isu yang sudah ditulis media
mainstream seperti Televisi, Koran dan radio.

Isu-isu seperti : Koin untuk Prita, Bibit Chandra bisa masuk dan
menjadi trending topics di Twitter misalnya, itu karena hampir
semua media mainstream mengusungnya. Ini artinya,
keberadaan new media tidak bisa memberikan perspektif
sendiri dalam proses demokratisasi informasi karena hanya
mengekor media mainstream.

Sedangkan isu-isu lain yang menjadi trending topic di new
media adalah tetap saja isu hiburan: sepertiisu briptu Norman
yang menyanyi singel, trio macan, maupun banyaknya gosip
seputar artis. Namun berita seperti kematian ibu dan bayi di
Flores maupun koin untuk korban Lapindo tak pernah menjadi
berita hangat di twitter maupun facebook. Jadi tak heran jika
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penelitian ini membuktikan bahwa new media belum bisa
mewujudkan proses demokratisasi di Indonesia. Penelitian
juga menunjukkan bahwa new media tidak banyak
menuliskan tentang isu-isu marijinal, seperti perempuan.

Namun begitulah wajah media di Indonesia saat ini.
Munculnya new media yang kita harapkan menjadi wajah baru
sebagai alat perjuangan dan demokrasi, ternyata masih jauh
dari harapan. Keberadaan new media di Indonesia ternyata
masih mengekor kakaknya yang lain, yaitu media mainstream.
Jika ini dibiarkan, maka isu marjinal seperti: perempuan,
dissable, miskin kota, buruh, petani, dll makin tenggelam
dalam hiruk-pikuk isu-isu lain.

Dari persoalan-persoalan itulah, kini mengemuka beberapa
tantangan yang dialami dalam mengetengahkan isu marjinal
di media:

1. Pertama, isu marjinal harus “bersaing” dengan
banyaknya isu lain seperti isu politik, hukum,
keamanan dan ekonomi baik di media mainstream
maupun di new media

2. Kedua, para aktivis perempuan dan aktivis media
harus bekerjasama untuk ikut bersiteguh melakukan
penolakan terhadap kepemilikan media yang tidak
memperhatikan hak-hak publik, juga hak-hak kaum
marjinal

3. Ketiga, semua pihak harus ikut berpartisipasi dalam
mewarnai content marjinal bagi publik melalui media.
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Tak hanya Merlyna Lim yang mencoba membuktikan apakah
new media membantu dalam proses demokratisasi di
Indonesia, penelitian lain dilakukan oleh AJl (Aliansi Jurnalis
Independen) terhadap media mainstream di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: apakah
media massa di Indonesia sudah menuliskan isu-isu
perempuan secara baik? Penelitian ini pernah dilakukan
Aliansi Jurnalis Independen (AJl) di Tahun 2010. Penelitian
dilakukan secara kuantitatif terhadap 7 media cetak dan 4 TV
di Indonesia (Kompas, Tempo, Republika, Media indonesia,
Warta kota, Indo Pos, Suara Pembaruan) Periode Juli-
September 2010 dan (RCTI, Metro TV, SCTV, TV One) periode
Agustus-September 2010. Walaupun tidak secara khusus,
namun kami melihat secara umum kualitatif penelitian.
Sampel Tayangan TV diambil di Siang dan Sore Hari (Liputan 6
siang dan Liputan 6 petang, Seputar Indonesia Siang dan
Petang, Metro Siang dan Metro Hari Ini, kabar Siang dan kabar
Petang).

Penelitian ini ingin mengetahui gambaran umum bagaimana
media massa dalam memberitakan perempuan. Selain itu
Untuk mengetahui berapa banyak berita bertema perempuan
yang ditulis atau disiarkan oleh media massa, untuk
mengetahui latar belakang penulisan berita perempuan dan
untuk mengetahui fokus dan sikap pemberitaan media massa
terhadap pemberitaan bertema perempuan.

37| Page



Dari penelitian ini dihasilkan :

1.

Hampir semua berita tentang perempuan masih
melakukan  stereotype terhadap  perempuan
(Perempuan selalu dituliskan sebagai seseorang yang
bekerja di dapur, identik dengan makanan, baju dan
aksesories, warna pink. Sedangkan laki-laki identik
dengan teknologi, senjata, dll)

Hampir semua tayangan TV di siang hari ada segmen
atau berita-berita untuk perempuan. Ini sangat
berbeda dengan berita di petang hari yang identik
dengan berita politik (hard News).

Hampir semua berita tentang perempuan
ditempatkan di segmen tengah, kecuali berita
tertentu yang masih hard News

Berita perempuan Jumlahnya banyak. Pertanda
apakah berita perempuan memang sedang menjadi
arus utama ataukah memang jumlah medianya yang
banyak?

Penelitian menunjukkan: bahwa berita hanya menulis
tentang perempuan, tetapi bukan untuk perempuan.
Padahal seharusnya berita mengeksplorasi kebutuhan
perempuan

Beberapa perempuan yang ditampilkan di Televisi
kebanyakan adalah tokoh-tokoh besar atau artis. Jika
perempuan miskin muncul di media, maka itu karena
para perempuan miskin ini sedang menjadi korban.
Tidak ada pemberitaan tentang: isu-isu marjinal
(Perempuan  miskin  kota, perempuan adat,
perempuan 65, LGBT, dll)
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Dari sejumlah penelitian inilah mengemuka dua persoalan:
yang pertama, media massa kita memang sudah banyak
menuliskan isu perempuan. Yang kedua, media kita memang
sudah  menuliskan  persoalan  perempuan, namun
penulisannya masih melakukan stereotype untuk perempuan.
Ini dengan sendirinya membuktikan bahwa media mainstream
mampu membangun stereotipe baik negatif maupun positif,
hal ini tergantung kepentingan mereka.

Salah satu peneliti media, Ignatitus Haryanto menyatakan
bahwa belum beragamnya informasi di media mainstream
dalam memberikan informasi dikarenakan berpatokan pada
pemilik media, rating/share, iklan dan kekuasaan politik.

Untuk kekuasaan politik dan kepemilikan media ini, All
mempunyai penelitian sendiri. Kini di Indonesia, banyak
pemilik media yang melakukan ekspansi ke partai-partai
politik tertentu. Aburizal Bakrie misalnya menjadi ketua
Umum Golkar, Surya Paloh adalah dewan pembina Partai
Nasdem, demikian juga Harry Tanoesudibyo. Padahal
merekalah yang selama ini menguasai kepemilikan media. Jika
kepemilikan ini dimonopoli dan digunakan untuk kendaraan
politik, maka kita tak bisa berharap untuk memasukkan
content-content lain seperti content marjinal bisa leluasa
masuk dalam pemberitaan. Yang terjadi tentunya: hanya isu
politik, ekonomi terkait partai tertentu dan terkait para
pemilik media. Sedangkan isu lain seperti isu marjinal menjadi
semakin tergusur.
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Padahal dalam media, isu marjinal sangat penting masuk
untuk menyeimbangkan informasi. Media mempunyai
kewajiban untuk melakukan keberpihakan kepada kaum
lemah. Tak cukupnya keberagaman informasi kepada publik
adalah sebuah bentuk pembodohan dan represi.

Disinilah manifesto cyborg feminis kemudian berperan.
Karena selama ini teknologi dalam hal ini adalah teknologi
informasi, terbukti sarat dengan berbagai kepentingan.
Kepentingan dari pemilik modal yang menyebabkan
kapitalisasi informasi. Penting bagi masyarakat, pegiat media,
aktivis perempuan untuk memperjuangkan manifesto feminis,
yaitu teknologi seperti teknologi informasi di media
seharusnya membebaskan perempuan, menyongsong masa
depan dan memberikan akses kepada perempuan dan kaum
marjinal untuk membebaskan kehidupannya.

3.3 Masa depan content Marjinal di Media

Jika media mainstream terbukti telah menguasai pasar dan
kepemilikan media, maka penting bagi kita untuk
menumbuhkan media alternatif. Masyarakat diajak untuk
terlibat aktif dalam menghidupkan media alternatif ini. Yang
penting yang harus dilakukan adalah memproduksi content
tentang keberagaman informasi. Sehingga informasi tentang
masyarakat marjinal bisa masuk ke dalam media alternatif ini.
Tantangan pertama adalah bagaimana menciptakan media
alternatif dengan pelibatan masyarakat, misalnya dengan
konsep citizen journalism di media mainstream. Tak hanya
pelibatan masyarakat, namun produksi content sebagai media
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untuk suara masyarakat ini sangat penting agar content
marjinal bisa menjadi penyeimbang di media mainstream.
Penting disini untuk mengajak banyak perempuan yang kritis
terhadap media untuk masuk dan bekerja di media
mainstream agar bisa menjadi penjaga content di media.

Yang kedua adalah membuat sendiri media alternatif dengan
melibatkan komunitas blogger, pengguna media sosial, dll.
Produksi content ini harus dilakukan secara terus-menerus
dan berkesinambungan.

Penelitian yang dilakukan Yanuar Nugroho dkk membuktikan
bahwa hanya jika industri merangkul hak warga negara pada
informasi dan bekerja dengan cara yang lebih berorientasi
publiklah, kita dapat berharap untuk melihat media
memainkan peran yang lebih signifikan sebagai medium
publik.

Di satu sisi, terlepas dari keadaannya yang cenderung
terpinggirkan, media komunitas menawarkan sebuah contoh
alternatif: mereka dijalankan oleh komunitas dan melayani
komunitas. Hal ini menjadi contoh sebuah model kerja untuk
membangkitkan media publik di Indonesia. Kebutuhan ini
sangat mendesak tidak hanya untuk memastikan tumbuhnya
media literasi pada warga negara, tetapi juga pemenuhan hak
warga negara dalam bermedia.

Konsep kedua adalah konsep literasi. Secara sederhana,
literasi media adalah kemampuan untuk menyaring, memilah
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dan memilih pesan yang ada di dalam media massa. Konsep
literasi bertujuan mengajak pemirsa/ pembaca untuk kritis
terhadap media.

Dalam konsep feminis, literasi adalah sebuah kemampuan
untuk membaca dan menulis. Karena seringkali definisi bahwa
perempuan melek huruf dan buta huruf sering digunakan
untuk mendiskriminasi perempuan, maka para feminis setuju
untuk mengajak semua perempuan agar tak buta huruf dan
selalu melek huruf atau kritis terhadap informasi. Melek huruf
ini sebagaimana gagasan Charlotte Bunch dalam buku Maggie
Humm, dictionary of feminism theory menyebutkan melek
huruf sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan, akses
terhadap interpretasi realitas serta untuk meningkatkan
kapasitas pemikiran, ketidaktaan terhadap norma budaya dan
persepsi alternatif sosial untuk bertindak secara politik.
Sejumlah pengamat media dan perempuan kemudian
menyatakan bahwa literasi adalah mengajak para perempuan
untuk kritis terhadap media.

Beberapa teknis dari konsep kritis ini antaralaian: mengajak
para perempuan untuk membuat atau menciptakan media
sendiri yang berisi isu-isu marjinal atau isu-isu perempuan.
Yang kedua, mengajak perempuan untuk masuk dan bekerja
di media, bersikap kritis dan merubah content di dalam media
menjadi content yang berpihak pada kaum marjinal seperti
perempuan. Dan yang ketiga, yaitu menjadi penyeimbang dari
media mainstream dengan mengajak masyarakat untuk selalu
kritis terhadap media yang tidak menyuarakan suara marjinal.
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Hal ini menjadi alasan mengapa konsep literasi harus
ditumbuhkan di tengah situasi media di Indonesia saat ini.
Konsep ini akan mengajak masyarakat untuk memahami
bahwa media tak pernah berada dalam posisi netral, selalu
ada unsur kepentingan ekonomi dan politik. Masyarakat
harus sadar agar menolak untuk disetir oleh media.

3.4 Radio Komunitas sebagai Media untuk Perempuan
Sejarah media komunitas di Indonesia banyak ditandai dengan
lahirnya radio komunitas. KPID Jawa Barat mencatat ada 500
stasiun radio komunitas yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Angka ini meningkat ke 680 di tahun 2005 dan menurut JRKI
angkatersebut kembali meningkat menjadi 700 pada tahun
2006. Namun data terakhir yang kami peroleh dari JRKI
menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2009 menjadi
hanya 372 stasiun radio yang tercatat.

Radio komunitas ini sangat penting karena bisa memegang
mandat hak masyarakat untuk mengetahui dan
memberitakan informasi. Perangkat biayanya yang relatif
murah bisa menjadikan masyarakat aktif untuk menyuarakan
suara mereka dan memecahkan persoalan-persoalan mereka.
Menyuarakan suara masyarakat ini sebagai bagian dari sebuah
gerakan masyarakat untuk ikut dalam proses komunikasi dan
pengambilan keputusan di tengah masyarakat. Media
komunitas bisa membangun kesadaran sebagai warga negara,
untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga
negara.
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Radio komunitas para warga di Bantul merupakan radio
komunitas di era pertama yang lahir di Indonesia. Radio
komunitas ini menentang semangat perubahan untuk
melawan media mainstream. Dalam konsep kelokalannya,
mereka menyajikan kebutuhan masyarakat sebagai isi/
content medianya. Radio komunitas selalu diisi dengan cerita
dan berita dari keberagaman masyarakatnya, dari rapat RT
(Rukun Tetangga) yang disiarkan secara langsung/live untuk
mengakomodir kebutuhan informasi warga hingga rapat-
rapat warga yang tak bisa dihadiri oleh perempuan di malam
hari.

Radio lain adalah radio Panagati yang hidup di kali Code di
Yogyakarta. Radio ini sejak tahun 2000 kemudian
menghidupkan informasi warganya tentang bahaya jika kali
code meluap dan informasi tentang hidup bersih bagi
masyarakat yang tinggal di pinggir kali.

Contoh radio lain, yaitu radio komunitas Pikonane yang hidup
di tengah-tengah pegunungan di Paniai, Papua. Di tengah
gunung, radio ini mencoba menyuarakan suara-suara
minoritas seperti suara para pedagang, perempuan dan anak-
anak yang mengalami persoalan kesehatan mereka, juga
persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak
dialami para perempuan yang hidup di tengah-tengah
pegunungan di Papua ini. Beberapakali radio ini juga
memberitakan tentang informasi kesehatan reproduksi juga
informasi seputar kanker serviks.
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Radio lain yang kini tengah bertumbuh adalah radio Marsinah
FM, yaitu radio yang dikelola oleh para buruh perempuan di
daerah Semper Jakarta Utara. Radio ini dibuat sebagai bagian
dari kesadaran para buruh perempuan yang tengah berubah.
Selama ini mereka dicekoki berbagai macam berita dari media
mainstream, namun di balik semua ini ternyata para pemilik
media ini melakukan kekerasan pada para buruh media.
Kesadaran lain yang tumbuh yaitu mereka ingin membuat
program acara yang disajikan oleh buruh dan untuk para
buruh perempuan. Karena selama ini mereka melihat bahwa
media mainstream hanya bisa diisi oleh content kelas
menengah ke atas saja. Masyarakat buruh hanya dicekoki
impian-impian. Untuk menolak segala macam bentuk
mainstreaming media ini, maka radio komunitas buruh
perempuan ini kemudian berdiri.

Bentuk lain adalah Kantor Berita Radio (KBR) 68H yang
menjadi induk dari radio jaringan. KBR 68H yang
berkedudukan di Jakarta terbukti mampu mengedepankan
kontent alternatif dan kontent marjinal termasuk perempuan
dan menjadi media alternatif di Indonesia.

Namun keuletan pengelola media komunitas ini memang
harus dipertaruhkan, karena umumnya radio komunitas ini tak
mendapatkan dana karena mereka tidak hidup dari iklan
komersial, maka radio komunitas di Indonesia seringkali masih
mengalami pasang surut kehidupan. Maka pengelolaan dana
yang tepat harus dilakukan untuk selalu menghidupkan radio
komunitas ini.
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3.5 Penutup

Tantangan untuk melakukan literasi media untuk perempuan
dan kaum marjinal harus kita lakukan bersama-sama.
Tantangan pertama yaitu, mengajak para perempuan untuk
masuk dan bekerja di media mainstream dan menjadi penjaga
content keberagaman dan informasi di media mainstream ini.
Tantangan kedua adalah, membentuk komunitas masyarakat
untuk menolak content mainstream media yang tidak
berpihak pada masyarakat atau tidak menyuarakan
kepentingan publik dan isu-isu marjinal yang ada di
masyarakat. Komunitas ini akan mewakili kaum kelas
menengah ke bawah yang selama ini tidak mendapatkan
tempat di media, karena umumnya media hanya diisi oleh
tayangan politik, hukum dan ekonomi yang selalu berpihak
pada kelas menengah ke atas, atau hanya menayangkan dan
mengetengahkan berita untuk mengejar rating/share dan
memenuhi kepentingan ekonomi dan politik para pemilik
media.

Tantangan lain yaitu menumbuhkan media alternatif seperti
media komunitas untuk masyarakat. Ada 3 media yang bisa
ditumbuhkan di tengah masyarakat, yaitu melalui: audio visual
(suara dan gambar), melalui teknologi internet dan melalui
tulisan (cetak). Apa yang akan kita pilih untuk menumbuhkan
kesadaran warga tentu saja tergantung pilihan warga sendiri
dan kemampuan mereka dalam mengelola media komunitas
ini. Sepakat dengan Donna Haraway, yang menuliskan bahwa
tekonologi dalam hal ini teknologi informasi seharusnya
membebaskan perempuan, menyongsong masa depan dan
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memberikan akses kepada perempuan dan kaum marjinal
untuk membebaskan kehidupannya.
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BAB 4
PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

4.1 Tujuan
Tujuan umum pelatihan ini adalah:

1.

Membantu peserta memahami secara utuh persoalan
diskriminasi berbasis gender yang terjadi pada
perempuan secara umum maupun secara khusus di
media.

Membantu pesera memahami secara utuh instrument
hak asasi perempuan khususnya CEDAW disinergikan
dengan peran media dan jurnalis

Memaparkan  perkembangan  kemajuan  dan
kemunduran situasi kesetaraan perempuan dan
pemenuhan hak asasi perempuan di tingkat local,
nasional, regional dan internasional

Mengajak media menggunakan perspektif kritis dalam
melihat persoalan perempuan di media maupun
dalam menuliskan pemberitaannya

Agar isu perempuan yang diangkat oleh media dapat
sekaligus dikorelasikan dengan konvensi dan
kesepakatan negara yang menegaskan tentang
pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap
perempuan seperti CEDAW dan BPFA.

Tujuan khusus pelatihan ini adalah:

1.

Membangun komitmen diantara redaksi dalam hal
membangun kesensitifan jurnalis dan media akan
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bentuk-bentuk dan sikap diskriminasi terhadap
perempuan

2. Membangun komunikasi awal dengan redaksi dan
media dalam hal membangun budaya adil gender
untuk mempromosikan kesetaraan gender

3. Mensinergikan maksud dan tujuan dari dua belah
pihak dalam hal membangun budaya adil gender
untuk mempromosikan kesetaraan gender

4.2 Kebutuhan

Terkait dengan tujuan pelatihan baik secara umum maupun
khusus, maka pelatihan ini membutuhkan kondisi atau
lingkungan yang perlu dibangun sebelum dilakukannya
pelatihan. Upaya yang perlu dilakukan untuk membangun
lingkungan yang mendukung bagi para peserta adalah:

1. Penyelenggara pelatihan hendaknya melakukan
audiensi atau roadshow ke media, khususnya ke pihak
redaksi untuk menyampaikan maksud dan tujuan
serta komitmen dari media dalam mengirimkan
jurnalisnya dan rencana tindak lanjutnya.

2. Penyelenggara pelatihan hendaknya mengeluarkan
pers release tentang kegiatan yang akan dilakukan
dan situasi perempuan terkini di nasional maupun
wilayah terkait.

4.3 Peserta

Pelatihan ini menyasar pada peserta yang terdiri dari jurnalis
dari media utama maupun pelaku media yang antara lain
mencakup adalah jurnalis warga dan staf divisi media dari
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suatu lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi
masyarakat, dengan komposisi peserta perempuan minimal
70%, dan laki-laki30%. Hal ini dilakukan karena pelatihan ini
memang berfokus pada bagaimana penyebaran budaya adil
gender bisa mendukung promosi CEDAW di masyarakat
maupun penyelenggaran negara dan pembuat kebijakan.

Jurnalis warga di sini adalah orang yang menuliskan atau
memberitakan sesuatu / peristiwa berdasarkan pandangan
pribadi secara kontinyu melalui berbagai media, divisi
publikasi NGO, dll

4.4 Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode belajar orang dewasa dan
partisipatoris dengan mengedepankan kesetaraan karena
masing-masing individu mempunyai pengalaman dan
informasi yang dapat dibagi di pelatihan ini, terkait dengan
pengalaman sebagai perempuan, pengalaman hidup bersama
dengan perempuan, atau pengalaman berproses dan
menekuni persoalan perempuan.

4.5 Cara Menggunakan Modul Ini

Sebagaimana ditegaskan di atas, uraian proses dalam modul
ini disusun berdasarkan kerangka kerja pendidikan orang
dewasa, dengan penguatan pada materi dan isu pemahaman
tentang seksualitas perempuan dengan prespektif feminis,
analisis penindasan perempuan berbasis seksualitas, dan
advokasi sebagai perlawanan penindasan perempuan
berbasis seksualitas perempuan. Untuk mempermudah
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proses alur materi, satuan acara disusun dengan urutan
sebagai berikut:

Judul, yaitu tema satuan acara. Misalnya, materi konsep
seksualitas. Di dalam modul ini, ada 10 judul materi yang
ditawarkan. Sebaiknya, alur materi diikuti untuk mencapai
tujuan yang optimal. Materi-materi ini sudah disusun
sedemikian rupa, agar berurutan dan mengalir dengan lancar.

Tujuan adalah sasaran hasil yang hendak dicapai atau
diharapkan terjadi pada para peserta. Sasaran utama setiap
materi adalah kondisi akhir peserta. Modul ini lebih
menekankan pada wilayah pemahaman yang empatik dan
berpihak pada hak seksualitas dan keberagaman identitas
perempuan yang setara dan berkeadilan sekaligus
keterampilan advokasi keadilan atas hak seksualitas
perempuan minimal di komunitas.

Pokok Bahasan adalah uraian rinci tema satuan materi sesuai
dengan tujuan yang dicapai.

Metode adalah teknik atau cara belajar yang dipilih untuk
melaksanakan proses pembelajaran. Metode ini sebisa
mungkin ditawarkan secara variatif, menyenangkan dan bisa
menggali pengalaman para peserta. Pada prinsipnya,
fasilitator memiliki keleluasaan untuk memodifikasi modul
dengan berdasarkan pada pengalaman peserta dan
pengalamannya sendiri.
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Media dan Alat adalah peralatan yang diperlukan untuk
memperlancar proses pembelajaran. Ada yang standar;
seperti kertas metaplan, sticky cloth, spidol, kertas plano, dan
lakban kertas. Tetapi ada juga bahan-bahan bacaan yang perlu
disediakan dan lembar kasus.

Waktu adalah jumlah satuan jam efektif yang dibutuhkan bagi
pelaksanaan seluruh proses.

Langkah-langkah adalah urutan satuan proses vyang
sebaiknya diikuti fasilitator dalam mengelola seluruh proses
pembelajaran di setiap satuan materi. Dalam langkah-langkah,
ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan
fasilitator kepada para peserta, sebagai panduan untuk
membuat alur materi menjadi lancar dan sampai pada tujuan
yang ingin dicapai.

Modul ini tentu saja hanya merupakan panduan, bukan
sesuatu yang baku dan tidak dapat diubah. Fasilitator dan
narasumber diharapkan dapat mengembangkan substansi
modul ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta.

Semua yang termuat di sini dapat dimodifikasi dan diadaptasi
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta. Modul ini
bahkan bisa diubah dan diganti, dengan syarat tetap mengacu
pada tujuan dan substansi materi yang memberi pemahaman
terkait seksualitas perempuan yang mendorong kehidupan
setara, berkeadilan dan bebeas diskriminasi terhadap
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perempuan dan substansi metodologi pendidikan orang

dewasa.

4.6 Aspek Metodologis Modul

Metodo
mengko

logi yang digunakan dalam modul ini adalah dengan
mbinasikan antara informasi sejarah, pengalaman,

fakta, teori, praktek, diskusi kasus, dll. Lebih detilnya adalah

sebagai
1.

berikut:

Mengetengahkan informasi tentang sejarah, fakta
sosial persoalan perempuan dengan menggunakan
buku, film dan bermain peran

Informasi tentang perbedaan sex dan gender untuk
membantu jurnalis dalam melihat kepekaan gender
sebagai bagian dari hak asasi manusia

Informasi tentang kondisi media di Indonesia dan
perempuan di media dari perspektif kritis

Informasi tentang pentingnya mengetahui nilai-nilai
budaya di masyarakat yang menyebabkan nilai
patriarkhi sekaligus nilai yang mewujud dalam
kebijakan dan kearifan lokal

Informasi tentang pentingnya memahami tentang
sejarah Hak Asasi Manusia secara umum dan
penerapannya, Konvensi CEDAW dan BPFA dan
sejumlah kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi
terhadap perempuan.

Memberi pelatihan kepada jurnalis dan pemerhati
media agar membuat tulisan yang berperspektif
gender dan menjalankan  perannya  untuk
menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.
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7. Mengajak para editor/ pengambil keputusan di media
dalam menghapuskan diskriminasi di media

4.7 Paska Pelatihan

Setelah pelatihan, hendaknya Penyelenggara melakukan
roadshow / audiensi ke redaksi untuk menyampaikan
langsung hasil pelatihan dan rencana tindak lanjut kepada
redaksi. Selain itu, Penyelenggara juga bisa melakukan
konferensi pers untuk mengungkapkan hal-hal penting
terkait tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis
gender yang masih terjadi di wilayah masing-masing.

4.8 Matriks Silabus

Sesi Item Kegiatan Waktu Tujuan
Sesi 0 | Registrasi 30 menit
Sesil | Pembukaan 45 menit
Penjelasan tujuan pelatihan
Pre Test
Sesi2 | Pendahuluan 90 menit

e Perkenalan

e Harapandan
Kekhawatiran

e Kontrak Belajar

e Penjelasan Alur
pelatihan dan jadwal

Sesi 3 | Seks, Gender, Seksualitas 120 menit
dan Ketidakadilan Gender
e Seks dan Gender
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e Seksualitas
e Ketidakadilan Gender
e Budaya Adil Gender
Sesi4 | Sejarah HAM, HAP dan 180 menit
Demokrasi di dunia
e Sejarah Demokrasi
dan Hak Asasi
Manusia
e Sejarah Hak Asasi
Perempuan
Sesi5 | CEDAW 240 menit
e Sejarah CEDAW
e  Prinsip CEDAW
e Unsur-unsur CEDAW
o |Isi CEDAW
Sesi 6 | Sejarah dan Perkembangan | 180 menit
Pers di Internasional dari
perspektif adil gender
e Sejarah Pers
Internasional
e Perkembangan Pers
Internasional
Sesi 7 | Sejarah dan Perkembangan | 180 menit
Pers di Indonesia dari
perspektif adil gender
e Sejarah
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Pers sebagai bagian
dari demokrasi
Konten media yang
adil gender

Sesi 8

Regulasi Media

Kode etik
Independensi media

90 menit

Sesi 9

CEDAW sebagai alat
advokasi di Media

Citizen journalism
sebagai media
alternative dan
advokasi untuk
perempuan

Jurnalis sebagai actor
perubahan di
masyarakat

120 menit

Sesi 10

Rencana Tindak Lanjut
Penutupan

90 menit

1,185
menit
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BAB 5
MEMBANGUN SUASANA BELAJAR

5.1 Pengantar

Sebelum melakukan pelatihan, hendaknya terlebih dahulu
membangun suasana belajar yang kondusif dan akrab agar
semua peserta pelatihan merasa nyaman.

Pelatihan ini difokuskan untuk peserta dengan profesi jurnalis
dan pelaku media baik individu maupun lembaga. Oleh
karenanya, pencairan suasana sangat diperlukan agar
terbangun suasana yang akrab, hangat dan saling terbuka.
Sehingga proses belajar menjadi dinamis dan saling tenggang
rasa, terjadi proses saling berbagi pengalaman dan
pengetahuan.

5.2. Materi Pertama: Perkenalan, Harapan, dan
Kekhawatiran Peserta
Materi 1
Perkenalan, Harapan dan Kekhawatiran Peserta
1. Tujuan pembelajaran
Melalui materi ini, peserta:
a. Saling mengenal secara lebih dekat dengan antar
peserta, fasilitator, dan panitia yang hadir.
b. Merasa setara dan saling percaya antar peserta dan
antara peserta dengan fasilitator dan panitia.
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6.

c. Terciptanya suasana lebih rileks, lebih terbuka, dan
lebih akrab dan komunikatif.

d. Saling berbagi harapan dan kekuatiran terhadap
pelatihan ini juga untuk meminimalisir kekuatiran
peserta.

Pokok Bahasan

a. Perkenalan

b. Mencairkan kebekuan

c. ldentifikasi kebutuhan, harapan, dan kekuatiran
peserta

Metode
a. Permainan
b. Curah pendapat

Waktu
120 menit (90 menit)

Alat

ATK: metaplan merah dan kuning (atau 2 warna lain yang
berbeda), flipchart, spidol, kertas factsheet untuk cocard
nama, lackban kertas.

Langkah-langkah:

6.1 Pendahuluan

a. Fasilitator membuka kegiatan pelatihan dengan
mengucapkan selamat datang dan ungkapkan
apresiasi terhadap kehadiran peserta.
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b. Fasilitator memperkenalkan diri secara singkat.

c. Fasilitator memaparkan secara singkat latar belakang
dan tujuan kegiatan sesuai tertera dalam kerangka
acuan kegiatan atau TOR.

6.2 Perkenalan

1.

Ajak peserta untuk saling mengenalkan diri dengan cara

menggambarkan 5 hal yang paling penting didalam hidup

masing-masing peserta didalam gambar sebuah lingkaran

di kertas HVS. Pastikan fasilitator telah menyiapkan kertas

HVS, spidol warna/crayon/pulpen, dan kertas kecil

(facsheet) atau lackban untuk membuat nama dan

menempelkan pada baju masing-masing peserta untuk

cocard papan nama Fasilitator menjelaskan aturannya

sebagai berikut:

= Mintalah co fasilitator atau panitia untuk membagikan
kertas HVS kepada masing-masing peserta.

= Kemudian mintalah peserta untuk menggambarkan
lingkaran di masing kertas dan juga minta peserta
untuk membagi lingkaran tersebut kedalam 5 bagian
dan terserah seperti apa peserta akan membagi
lingkarannya.

= Setelahitu, mintalah peserta untuk mengambil spidol
warna/crayon sesuai dengan warna yang diinginkan
peserta. Dan mintalah peserta untuk menggambarkan
5 hal yang paling penting didalam hidup setiap
peserta.
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= Jika semua peserta sudah selesai menggambar,
mintalah seluruh peserta membuat sebuah kelompok
yang maksimal diisi oleh 6 orang.

= Setelah telah menjadi sebuah kelompok mintalah

masing-masing peserta untuk mempresentasikan di

kelompoknya  masing-masing  kepada teman

kelompoknya. Lalu seluruh gambar akan ditempelkan

di dinding ruangan. Sekurang-kurangnya harus

mengenal:

a. nama;

b. asal komunitas/lembaga;

c. 5 hal paling penting di masing-masing gambar;

d. posisi dan peran dalam komunitasnya;

e. apaceritayang paling krusial atau paling berkesan
dalam relasi gender (hubungan Iaki-laki dan
perampuan), baik dalam kehidupan keluarga,
pertemanan, maupun kemasyarakatan, yang
pernah dialami.

Setelah perkenalan didalam kelompok dirasakan cukup,
mintalah setiap kelompok untuk memilih salah satu juru
bicara untuk memperkenalkan gambar teman-temannya
kepada seluruh peserta yang lain (Sementara mereka
mengenalkan teman baru mereka, tulis di papan
tulis/whiteboard/flipchart mengenai poin-poin penting
yang relevan dengan pelatihan ini.

Jika proses perkenalan selesai, ajak mereka memberikan
“applous/tepuk tangan” untuk semua. Setelah itu,
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tanyakan bagaimana perasaan peserta setelah
berkenalan: Apakah mereka pernah melakukan cara
bekenalan ini? Senangkah atau bagaimana? Apa yang bisa
diperoleh dan dirasakan dengan cara ini?

4. Sebelum proses berikutnya, minta kepada setiap peserta
untuk menuliskan nama panggilan mereka di kertas
(factsheet) atau lackban dan memasangnya di dada.

6.3 Harapan dan Kekuatiran

a. Ajak peserta untuk menuliskan harapan dan
kekuatirannya dalam pelatihan ini. Misalnya, harapan
ditulis pada metaplan warna merah, dan kekuatiran
ditulis pada kertas metaplan warna kuning.
Sampaikan bahwa satu kertas metaplan digunakan
untuk satu usulan atau gagasan. Jika ada usulan atau
gagasan lebih dari satu, maka tulis pada kertas
metaplan yang lain. Sampaikan pula, sebaiknya tulisan
menggunakan huruf kapital, sehingga mudah dibaca
oleh semua orang.

b. Minta setiap peserta agar maju ke depan untuk
menempelkan kertas metaplan tersebut sesuai
dengan kolom yang telah disediakan pada papan tulis/
whiteboard/plifchat: kolom harapan dan kolom
kekuatiran. Contoh jawaban:
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= Mengetahui gender

Peserta tidak antusias

= Mengetahui advokasi

Fasilitator bicara terlalu

...dst

cepat
= Mengetahui cara-cara Kesulitan memahami
advokasi gender
= Acara berjalan lancar Penjelasan

membingungkan ....dst

6.4 Penutup

Fasilitator menggarisbawahi dan menyimpulkan secara
keseluruhan harapan-harapan dan kekuatiran-kekuatiran
peserta dalam kaitannya dengan tujuan, materi, dan jadual
pelatihan yang telah disusun panitia, dan mendialogkan
tujuan, materi, dan jadual tersebut dengan harapan-harapan
peserta untuk menjadi kesepakatan bersama.

CATATAN UNTUK FASILITATOR

= Sebelum memulai sesi ini, persiapkan terlebih dahulu
alat-alat yang digunakan untuk sesi ini.

= Fasilitator bisa menambahkan alat-alat lain yang
dibutuhkan dan relevan.

= Pastikan pembagian tugas antara fasilitator atau co-
fasilitator rekan Anda.

= Jika setiap proses telah dilewati, tempelkan hasil-hasil
kesepakatan pada papan atau dinding yang tersedia
dalam ruang pelatihan.
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Fasilitator bisa menggunakan cara lain untuk
perkenalan, asalkan sesuai dengan tujuan dan
semangat sesi ini.

Untuk harapan, fasilitator sebaiknya langsung
menjelaskan harapan-harapan peserta yang bisa
dipenuhi dalam pelatihan ini, dan harapan yang tidak
bisa dipenuhi dengan alasan yang logis.

Fasilitator juga sebaiknya langsung menjelaskan
kekuatiran yang bisa diatasi dalam pelatihan ini dan
yang tidak bisa diatasi dengan alasan yang logis sesuai
dengan tujuan pelatihan.

Selama proses pelatihan, fasilitator sebaiknya selalu
mengecek harapan dan kuatiran peserta setiap hari,
apakah sudah terpenuhi atau belum.

Daftar harapan dan kekuatiran, serta kesepakatan
belajar sebaiknya selalu ditempel atau dipasang di
depan forum yang bisa dilihat/dievaluasi setiap saat
oleh setiap peserta
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BAB 6
MEMBONGKAR KONSTRUKSI GENDER DI KOMUNITAS

6.1. Pengantar

Materi membongkar konstruksi gender di komunitas dalam
modul ini bukan saja sebagai pengetahuan yang penting
dikuasai oleh peserta, melainkan juga harus menjadi
perspektif dalam memandang setiap persoalan yang ditemui.
Konsep gender, konsep sex (kodrat), serta seksualitas harus
dimengerti dan dipahami oleh peserta, untuk dapat
menganalisis setiap tindak diskriminatif yang dialami
perempuan karena dirinya. Gender adalah sebagai yang
sesuatu konstruktif, relatif, berubah, sex (kodrat) adalah
sesuatu yang kodrati, kekal, dan tetap, dan seksualitas
perempuan merupakan semua yang melekat pada diri
perempuan baik tubuh, sifat, pikiran, juga hasil kerjanya yang
akan menentukan identitasnya sebagai perempuan.
Pengetahuan ini sangat penting, sehingga kita mampu
menyikapi tindak diskriminatif yang menyasar perempuan
karena seksualitas maupun gendernya.

Konsep gender, sex, dan seksualitas tidak hanya berhenti pada
pengetahuan, melainkan harus menjadi kesadaran kritis.
Tujuan sesi membongkar konstruksi gender di komunitas
adalah perubahan relasi sosial-kuasa laki-laki dan perempuan
menuju keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, identifikasi
dan analisis masalah-masalah ketidakadilan gender dan
faktor-faktor yang menyebabkannya menjadi sangat penting
dilakukan. Melalui materi dalam modul ini, peserta mampu
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membedakan dan menyikapi dengan tepat mana yang kodrat,
tidak bisa diubah, dan mana yang konstruksi sosial budaya dan
dapat diubah setiap waktu. Peserta juga diharapkan memiliki
kesadaran bahwa seks, gender, dan seksualitas manusia itu
tidak tunggal dan tidak bisa ditunggalkan, oleh karena itu
pilihan gender dan seksualitas seseorang harus dihargai dan
dihormati secara adil dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi
dan kekerasan dalam bentuk apapun atas dasar apapun,
termasuk atas dasar keberagaman gender, seks, dan
seksualitas. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
adalah tindak kriminal dan pelanggaran hukum dan hak asasi
manusia.

6.2. Materi Kedua: Konsep Dasar Seks, Gender, dan
Seksualitas
Materi 2
Konsep Dasar, Seks, Gender, dan Seksualitas
1. Tujuan pembelajaran
Melalui materi ini, peserta diharapkan dapat :
a. Memahami konsep dasar sex, gender, dan seksualitas.
b. Memahami ketidakadilan gender, bentuk-bentuk,
faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.
c. Memiliki perspektif baru yang lebih terbuka dalam
memandang relasi laki-laki dan perempuan
berdasarkan seksualitasnya.

2. Pokok bahasan
a. Konsep sex, gender, dan seksualitas
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6.

b. Ketidakadilan gender, tindak diskriminatif terhadap
seksualitas perempuan serta bentuk-bentuknya.

c. Faktor-faktor penyebab dan dampak ketidakadilan
gender serta tindak diskriminatif terhadap seksualitas
perempuan.

Metode

a. Curah pendapat.

b. Diskusi kelompok.
c. Simulasi (Role Play).

Waktu:
120 menit ((210 menit)

Alat
Metaplan merah dan kuning. Flipchart, Spidol, Lackban

kertas

Langkah-langkah:

6.1 Curah pendapat tentang Seks dan Gender

1. Fasilitator membuka dan menjelaskan secara singkat
maksud dan tujuan sesi ini.

2. Fasiitator mengambil dua kertas metaplan warna
merah dan warna kuning. Lalu, tanyakan sambil
tunjukan kertasnya ke peserta: warna kertas itu
berjenis kelamin atau tidak? Meminta peserta untuk
mendefinisikan kertas warna merah itu identitas laki-
laki atau perempuan? Demikian juga untuk kertas
berwarna kuning?
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3. Setelah itu fasilitator membagikan dua keping kertas
metaplan warna merah dan kuning kepada setiap
peserta.

4. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hal-hal
yang mereka ketahui tentang laki-laki dan
perempuan, baik sebutan ciri-ciri identitas,
karakter/sifat, maupun peran mereka. Hal-hal
mengenai laki-laki ditulis pada kertas metaplan warna
merah dan perempuan di kertas metaplan warna
kuning. Kemudian, fasilitator meminta peserta satu
per satu ke depan ruangan membacakannya sekaligus
menempelkannya di flipchart yang telah disediakan.
Contoh flipchart:

Punya penis Punya rahim
Kuat Punya vagina
Pemimpin Lemah lembut
Buaya darat Cantik
Perkasa Penggoda

5. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat kembali
hal-hal yang telah disebutkan tadi dengan saling
mempertentangkannya, misal: jika disebut laki-laki
punya penis. Tanyakan apakah perempuan juga punya
penis?

6. Jawaban peserta satu per satu dipertentangkan,
hingga ditemukan dua kategori:
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7.

= Hal-hal yang ada pada laki-laki juga dapat
ditemukan pada perempuan

= Hal-hal yang hanya ada pada laki-laki dan hanya
ada pada perempuan.

Jika ada hal-hal yang ditemukan sama-sama dimiliki

laki-laki dan perempuan, fasilitator menempatkannya

di bagian tengah flipchart. Contoh kolom setelah

diskusi bersama:

Punya Kuat Punya rahim
penis Lemah Punya

Kuat lembut vagina
Pemimpin Pemimpin Lemah
Buaya Penggoda lembut
darat Cantik
Perkasa Penggoda
Kvat | ]

Fasilitator kemudian menanyakan kepada peserta,
tentang hal-hal apa saja yang benar-benar
membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan
bukanlah konsep maupun sifat yang dapat
dipertukarkan atau mungkin ada di antara keduanya
di antara keduanya. Sehingga nantinya, fasilitator
akan mendapatkan flipchart tersebut akan
mendapatkan perbedaan hal-hal mendasar seperti
kolom sebagai berikut :
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10.

11.

Punya penis Punya Rahim

Punya vagina

Untuk meyakinkan peserta telah mengambil
kesimpulan yang benar, fasilitator menanyakan sekali
lagi apakah berbagai ciri-ciri yang disebutkan di atas
dapat dipertukarkan satu sama lain?
Fasilitator kemudian menanyakan kepada peserta:
“Mengapa ada hal-hal yang hanya dimiliki laki-laki
atau perempuan? Dari mana asalnya, darimana
mereka mendapatkannya? Di mana dan kapan hal itu
berlaku? Apakah mereka memiliki sebutan atau istilah
untuk itu?” Jawaban dari peserta misalnya:

= Sejak lahir

= Takdir Tuhan

= Dari lahir hingga akhir hayat
Jika jawaban-jawaban di atas sudah muncul,
apreasiasi dan simpulkan jawaban peserta dengan
mengatakan: “ya benar sekali bahwa hal-hal yang
berkaitan dengan biologis juga fungsinya yang tidak
sama antara laki-laki dan perempuan berasal dari
Tuhan, bersifat kodrati, kita manusia tidak punya
kuasa untuk menciptakan atau tidak menciptakannya.
Inilah yang disebut dengan jenis kelamin atau seks.
Meskipun dalam beberapa kasus organ biologis dapat
dipertukarkan dengan memanfaatkan teknologi
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12.

13.

14.

medis. Namun, tetap saja fungsinya tidak dapat
dipertukarkan.
Selanjutnya tanyakan: “Bagaimana dengan yang
sama, mengapa ada hal-hal baik laki-laki maupun
perempuan memilikinya? Dari mana asalnya, dari
mana mereka mendapatkannya? Apakah mereka
memiliki sebutan/istilah untuk itu?
Jawaban dari peserta, misalnya:

= Dari kita sendiri

= Tergantung didikannya

=  Tergantung situasi dan kondisi
Jika sudah muncul jawaban seperti di atas, apresiasi
dan simpulkan jawaban peserta dengan mengatakan
“ya benar sekali bahwa hal-hal yang sama tersebut
berkaitan dengan peran yang kita sendiri yang
mengatakannya, tergantung dengan situasi dan
kondisi disekitar seseorang yang menempanya hingga
dia mampu jadi pemimpin dan sebagainya. Misalnya
seorang perempuan dibebaskan untuk belajar, meraih
pendidikan tinggi, pintar dan dibiasakan atau dilatih
untuk memimpin di keluarganya, maka tentulah dia
dapat tumbuh menjadi seorang pemimpin, demikian
juga laki-laki. Inilah yang disebut Gender, atau dengan
kata lain jenis kelamin sosial yang berkaitan dengan
peran.”
Fasilitator merangkum semua hasil diskusi mengenai
konsep dasar sex dan gender. Sehingga, peserta
menjadi jelas pemhamannya mengenai perbedaan
antara sex dan gender.
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6.2 Curah Pendapat tentang Seksualitas

1.

Fasilitator membagikan 2 buah metaplane kepada
peserta. Fasilitator meminta peserta menuliskan di
atas metaplane apa yang sering peserta dengar dari
kata harus sebagai perempuan dari kecil hingga
dewasa. Setelah selesai, kemudian fasilitator kembali
meminta peserta untuk menuliskan di atas metaplane
yang tersisa apa yang sering peserta dengar dari kata
jangan sebagai perempuan dari kecil hingga sekarang
Setelah peserta selesai menuliskan apa yang sering
didengar dari kata jangan dan harus sebagai
perempuan. Kemudian, fasilitator meminta untuk
menempelkan metalpane tersebut sesuai dengan
kualifikasi seks, gender, dan seksualitas

Setelah semua peserta selesai menempelkan
metaplane dalam pembagian gender dan seksualitas.
Kemudian fasilitator meminta peserta menjelaskan
masing-masing kata yang diklasifikasikan dan
ditempel.

Fasilitator memimpin jalannya diskusi peserta
mengenai gender dan seksualitas.

Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang
semua keharusan yang dilekatkan kepada perempuan
apakah memiliki indikasi gender atau seksualitas.
Seperti perempuan harus bisa memasak untuk
suaminya. Ini memiliki indikasi gender karena
berkaitan dengan peran yang diidentikkan oleh
masyarakat hanya kepada perempuan untuk
mengurus rumah tangga. Kemudian perempuan harus
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berjilbab karena perempuan baik-baik adalah
perempuan yang berjilbab. Ini berindikasi pada
seksualitas, karena keharusan yang dibebankan
kepada perempuan karena tubuhnya yang dianggap
sebagai sumber keburukan yang harus ditutupi.
Fasilitator juga menanyakan kepada peserta
mengenai semua larangan yang tidak boleh dilakukan
perempuan, apakah memiliki indikasi gender atau
seksualitas. Seperti, perempuan jangan suka
memanjat pohon, karena hanya laki-laki yang boleh
melakukannya. Ini memiliki indikasi seksualitas karena
larangan yang tidak boleh perempuan lakukan
dikarenakan sifat perempuan yang dibentuk oleh
masyarakat bahwa perempuan itu lemah lembut dan
anggun, sehingga memanjat pohon vyang tidak
melambangkan kelembutan manjadi tidak pantas
dilakukan oleh perempuan. Kemudian perempuan
yang sudah menikah jangan lagi bekerja mencari uang
diluar rumah, karena ada kewajiban yang utama untuk
mengurus suami dan rumah tangga. Ini memiliki
indikasi gender karena larangan perempuan untuk
bekerja di ranah publik setelah menikah, adalah
berkaitan dengan peran konstruksi masyarakat yang
mendomestifikasi peren perempuan.

Jalannya diskusi akan membentuk pengetahuan
peserta mengenai apa itu gender dan seksualitas
dalam kehidupan seharu-hari yang sangat dipengarubhi
oleh buadaya patriarki. Sehingga peserta mampu
mengidentifikasi yang mana gender dan seksualitas
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perempuan vyang dimaknai dan disikapi secara
diskriminatif. Sehingga peserta memiliki kepekaan
atas ketidakkadilan gender dan tindak diskriminatif
terhadap seksualitas perempuan.

8. Setelah selesai berdiksusi mengenai konsep sex,
gender dan seksulaitsas. Fasilitator menyampaikan
kesimpulan dari sesi ini.

Catatan:

Pada langkah ini, fasilitator mengenalkan istilah SEKS dan

GENDER.
SEKS sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan yang
bersifat fungsi fisik-biologis, didapatkan secara natural
dan kodrati dari Tuhan, berlaku secara universal, dan
tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan
karena merupakan kekhasan kodrati dari masing-
masing.

GENDER adalah perbedaan peran antara laki-laki dan
perempuan yang dihasilkan dan dibentuk oleh proses
budaya dan sosial, sifatnya mengikuti budaya
masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu, sehingga
ada kemungkinan saling meniru dan bisa dipertukarkan.

SEKSUALITAS adalah semua hal yang melekat kepada
perempuan muali dari tubuhnya, sifatnya, pikirannya,
dan hasil kerjanya. Kesemuanya yang melekat pada
perempuan tersebut kerap dimakanai dan disikapi

73| Page




secara diskriminatif sehingga membuat perempuan
tertindas dan terpinggirkan dalam semua hal termasuk
juga kehilangan kepemilikan atas properti dan hasil

kerjanya.

6.3. Materi Ketiga: Ketidakadilan Gender, Bentuk-bentuk dan
Dampaknya

Materi 3

Ketidakadilan Gender, Bentuk-bentuk dan Dampaknya

1. Tujuan pembelajaran

Melalui materi ini, peserta diharapkan dapat :

a. Memahami ketidakadilan gender dan tindak
diskriminatif terhadap seksualitas perempuan,
bentuk-bentuk, faktor-faktor  penyebab, dan
dampaknya.

b. Memiliki perspektif baru yang lebih terbuka dalam
memandang relasi laki-laki dan perempuan juga yang
berdasarkan seksualitas perempuan.

2. Pokok bahasan
a. Ketidakadilan gender, tindak diskriminatif terhadap
seksualitas perempuan dan bentuk-bentuknya.
b. Faktor-faktor penyebab dan dampak ketidakadilan
gender serta tindak diskriminatif terhadap seksualitas
perempuan.
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3. Metode:

a. Curah pendapat.
b. Diskusi kelompok.
c. Pemutaran film.

4. Waktu
120 menit (210 menit)

5. Alat
Film Impossible Dream, Flipchart, Spidol, Lackban kertas

6. Langkah-langkah:

6.1 Tindak diskriminatif terhadap seksualitas perempuan.

1.

Fasilitator meminta peserta untuk berdiri membentuk
barisan satu garis menyamping.

Kemudian fasilitator akan memberikan beberapa
pertanyaan satu persatu terkait dengan penindasan
atas identitas perempuan berdasarkan seksualitasnya
kepada peserta. Setelah pertanyaan pertama
disampaikan, kemudian peserta diminta mundur atau
maju satu langkah. Begitu seterusnya sampai
pertanyaan habis, dan barisan peserta akan
membentuk rentang jarak paling mundur dan paling
maju. Hal tersebut menunjukkan lapisan penindasan
yang dialami perempuan karena identitasnya
berdasarkan seksualitas perempuan.

Beberapa pertanyaan tersebut sepert

= Jika anda tidak berjilabab mundur satu langkah!

= Jika anda beraktifitas yang mengharuskan masih
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berada diluar sampai larut malam mundur satu
langkah!

Jika Anda menikah dan tidak memiliki anak
mundur satu langkah!

Jika Anda berusia 24 tahun dan belum menikah
mundur satu langkah!

Jika menikah dan merasa itu menghambat karir
anda, mundur satu langkah!

Jika Anda Janda mundur satu langkah?

lika anda perempuan kulit hitam/sawo matang,
mundur satu langkah!

Jika kedua orang tua anda tidak mengenyam
pendidikan tinggi, mundur satu langkah!

Jika anda tidak mengenyam pendidikan di
universitas, mundur satu langkah!

Jika anda tidak memiliki properti sendiri, seperti
tanah, sawah, kebun, rumah, mobil, mundur satu
langkah?

Jika anda menganut agama/kepercayaan
minoritas di Indonesia, mundur satu langkah?
Jika anda menjadi bagian dari etnis minoritas di
Indonesia, mundur satu langkah?

Jika Anda pendatang di wilayah tempat tinggal
Anda mundur satu langkah

Jika Anda perempuan dan berpenampilan
maskulin mundur satu langkah.

Jika anda bekerja di sektor formal, mundur satu
langkah!

Jika anda beraktivitas di ruang publik, mundur
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satu langkah!
= Jika anda tinggal di desa/kota kecil mundur, satu
langkah!

4. Setelah barisan peserta menunjukkan pola garis yang
paling maju dan paling mundur. Fasilitator akan
menanyakan pengalaman perempuan terkait
pernyataan-pernyataan di atas. Beberapa (5-7 orang)
peserta bisa dipilih berdasarkan pernyataan-
pernyataan mana yang mereka mundur.

5. Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa tubuh
perempuan selalu dimaknai dan disikapi dengan
sangat diskrimintaif. Membuat perempuan dengan
keberagaman identitasnya terdiskriminasi, dan
mengalami kekerasan berlapis. Sehingga
mengakibatkan perempuan terpinggirkan atas hal
apapun seperti pemikiran dan pendapatnya tidak
dianggap penting, tubuhnya dipandang sebagai
sebagai simbol moralitas maka harus ditutup dan
dibatasi, hasil kerjanya tidak diapresiasi, hilangnya hak
milik atas property, dan domestifikasi peran
perempuan.

6.2 Bentuk budaya yang adil gender dan tidak adil gender
1. Ajak peserta untuk menonton film “Impossible
dream,” yang telah disiapkan panitia. Film ini bukan
sebagai acuan diskusi, hanya sebagai inspirasi diskusi
kelompok saja.
2. Setelah pemutaran film selesai, fasilitator membagi
peserta menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok
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berdiskusi untuk membahas pertanyaan yang sama,
menuliskan hasilnya pada kertas buram plano dan
menunjuk seorang di antara mereka sebagai
moderator diskusi kelompok dan satu orang lagi untuk
mempresentasikan kepada forum di kelas.
Pertanyaan yang harus mereka diskusikan adalah:
= Sebutkan apa saja bentuk-bentuk
ketidakadilan gender yang Anda pernah
temui di masyarakat atau komunitas Anda?
=  Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
ketidakadilan ~ gender  tersebut  terus
berlangsung dan terjadi?
Fasilitator meminta masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil diskusi dengan cepat dan
singkat secara bergantian tanpa diskusi. Lalu
fasilitator meminta mereka mengkritisi  hasil
kelompok lain, dan membuat kesimpulan bersama.
Fasilitator menjelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan
gender untuk membuat kesimpulan, antara lain:
=  Subordinasi (Subordination), penomorduaan
perempuan.
= Marginalisasi (Marginalization), peminggiran
perempuan.
= Stereotip (Stereotyping), pelabelan buruk
terhadap perempuan.
= Kekerasan (Violence) terhadap perempuan.
= Beban Ganda (Double burdens), pemberian
beban ganda baik domestik maupun publik
terhadap perempuan.
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4. Mengenai penyebab ketidakadilan gender, fasilitator
dapat pula membuat bagan Pohon Ketidakadilan
Gender, di mana bentuk-bentuk ketidakadilan gender
dapat diletakkan sebagai daun dan buah, sedangkan
batang penegaknya adalah pilar-pilar yang
menyangga kehidupan masyarakat baik berupa
kebijakan tidak adil gender, tafsir agama bias gender,
pendidikan diskriminatif gender dan sebagainya, dan
akar-akarnya adalah ideologi patriarki yang diyakini
oleh masyarakat

5. Fasilitator merangkum sesi ini dengan memperkuat
kembali pemahaman peserta mengenai SEKS dan
GENDER, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, dan
faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender.

6.4. Materi Keempat: Menggali Budaya Adil Gender yang
Tidak Diskriminatif terhadap Seksualitas Perempuan di
sekitar kita

Materi 4

Menggali budaya adil gender yang tidak diskriminatif
terhadap seksualitas perempuan di sekitar kita

1. Tujuan pembelajaran
Melalui materi ini, diharapkan peserta dapat :
a. Memahami budaya yang adil gender dan budaya yang
tidak adil gender
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6.

b. Menggali contoh praktik budaya adil gender yang
tidak diskriminatif terhadap seksualias perempuan di
masyarakat

Pokok bahasan

a. Memahami apa itu budaya

b. Budaya adil gender

c. Budaya adil gender yang tidak diskriminatif terhadap
seksualitas perempuan.

Metode
a. Curah pendapat
b. Diskusi kelompok

Waktu
105 menit (90 menit)

Alat
Metaplan merah dan kuning, flipchart, spidol, kertas

plano, lackban kertas

Langkah-langkah

6.1 Pengantar

1. Fasilitator membagi peserta menjadi dua kelompok
2. Fasilitator menjelaskan tugas setiap kelompok.
= Kelompok 1 mendiskusikan budaya adil gender
yang tidak diskriminatif terhadap seksualitas
perempuan dalam masyarakat.
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=  Kelompok 2 mendiskusikan budaya tidak adil
gender yang diskrimintaif terhadap seksualitas
perempuan dalam masyarakat

=  Waktu diskusi adalah 15 menit.

= Setiap kelompok diminta untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

3. Maka akan terlihat budaya adil gender yang tidak
diskriminatif terhadap seksualitas perempuan dan
budaya tidak adil gender yang diskriminatif terhadap
seksualitas perempuan yang muncul dalam diskusi,
fasilitator menuliskan di flipchart tentang budaya adil
gender dan tidak adil gender

4. Fasilitator menggali budaya adil gender yang tidak
diskriminatif terhadap seksualitas perempuan dan
sebaliknya selain dari informasi yang diperoleh.

5. Fasilitator menjelaskan pentingnya mempromosikan
budaya adil gender yang tidak diskriminatif terhadap
seksualitas permpempuan dalam masyarakat untuk
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

6. Beri kesempatan pada peserta untuk sesi tanya jawab.

7. Fasilitator menyampaikan rangkuman sesi.

Catatan buat fasilitator:

Untuk sesi ini sangat penting untuk mereview dan memberi
tekanan bahwa stereotip gender adalah konstruksi sosial yang
berakibat mendiskriminasi perempuan karena seksualitasnya
dan menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan.
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Perempuan diharapkan untuk melakukan berbagai tanggung
jawab seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak,
membantu ekonomi rumah tangga sekaligus mengurus ternak
atau berkebun untuk menjamin ketersediaan makanan bagi
keluarga. Tapi bagaimanapun semua kewajiban yang
dilakukan perempuan ini tidak dihargai oleh masyarakat dan
secara eknomi oleh pasar karena masyarakat menganggap
tugas-tugas ini hanyalah “pekerjaan perempuan”. Selanjutnya
banyak perempuan yang harus menanggung kekerasan dari
suami atau keluarga bila dianggap gagal menjalankan tugas-
tugas yang dibebankan suami, keluarga atau masyarakat.
Kekerasan semacam ini sering disikapi sebagai kewajaran di
bawah apa yang disebut sebagai tradisi dan dianggap sebagai

n u

“urusan keluarga”, “urusan pribadi’.

Oleh karenanya CEDAW menjadi sangat penting. CEDAW
mewajibkan baik itu negara atau aktor non negara sebagai
pelaku  untuk  mengubah stereotip gender vyang
mendiskriminasi perempuan (Pasal 5 CEDAW).

6.2 Memahami peran gender lebih jauh

1. Pokok bahasan ini diawali dengan menonton video
berjudul Women Uphold the Sky episode 5 Pesos.

2. Setelah video selesai, untuk menggugah kesadaran
dan keperdulian peserta, Fasilitator dapat meminta
peserta saling berpasangan untuk membuka dialog
pribadi dan intim tentang emosi yang dirasakan
selama menonton video.
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3. Setiap pasangan dapat berbicara tentang apa yang
dirasakan ketika menonton  dan memilih satu
perasaan tentang hal itu dan kemudian
menyampaikannya dalam kelompok.

4. Sebelum setiap presentasi, tiap pasangan bisa
membuat daftar isu-isu dalam video yang akan
menarik untuk dianalisa oleh kelompok.

5. Ide-ide setiap pasangan akan dibagi atau disajikan,
dan isu-isu yang dipilih dapat dibahas lebih dalam bila
ada sisa waktu.

6. Kemudian langkah berikutnya dapat dilakukan dengan
membagi peserta dalam kelompok. Hal ini dilakukan
untuk lebih menggali dan mengekspresikan emosi
peserta.

7. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok 5 atau 6
orang. Fasilitator meminta peserta mendiskusikan
cerita Marcela dan menghubungkan awal perasaan
mereka tentang kehidupan Marcella. Setiap kelompok
dapat memilih adegan dari video yang paling
berkesan, adegan yang menyebabkan reaksi terkuat,
yang menggugah emosi.

8. Fasilitator meminta setiap kelompok menceritakan
dan menjelaskan kepada orang lain adegan yang
mereka pilih dan alasannya.

9. Kemudian Fasilitator mengajak peserta untuk
menganalisa dan memahami video tersebut.

Stereotype berdasarkan gender ‘
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Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan adalah
dasar di mana setiap kebudayaan mendefinisikan apa yang
perempuan dan laki-laki harus lakukan. Tapi peran dalam
masyarakat terbentuk melampaui perbedaan fisik. Mereka
menjadi konstruksi budaya - budaya masyarakat yang
dibentuk semata karena konsep gender. Meskipun
demikian, peran gender menjadi sebegitu kuatnya sehingga
mereka sering dianggap alamiah.

10.

11.

12.

Fasilitator dapat minta kepada kelompok untuk
berpikir tentang adegan di mana Marcela bangun dan
menerima "perintah" dari ibunya tentang apa yang
harus dia lakukan hari itu.
Kelompok kemudian dapat mempertimbangkan
pertanyaan berikut: jika Marcela anak laki-laki,
akankah dia menerima urutan perintah yang sama
dari ibunya? Jangan minta kepada kelompok untuk
menjawab pertanyaan segera, tetapi sebaliknya untuk
berpikir tentang pesan yang mereka terima sebagai
anak-anak mengenai:
»= Apa yang anak laki-laki harus lakukan atau akan
menjadi apa?
= Apa yang harus gadis-gadis lakukan atau akan
menjadi apa?
Maka kelompok dapat berpikir tentang keadaan
sekarang. Pesan apa yang kami kirimkan kepada anak-
anak sebagai ibu, ayah, bibi, paman, guru, dan teman-
teman mengenai:
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*= Apa yang anak laki-laki harus lakukan atau akan
menjadi apa?

* Apa yang harus anak gadis lakukan atau akan
menjadi apa?

Catatan untuk Fasilitator:

Ajak kelompok berpikir tentang tidak hanya pesan eksplisit
dan verbal, tetapi juga ide-ide dan nilai-nilai yang ditularkan
melalui permainan tertentu, mainan, perilaku tentang izin
atau hukuman dll.

13. Karena ini pelatihan untuk jurnalis, maka sebagai

latihan, Fasilitator dapat meminta peserta untuk
menuliskan artikel 1 halaman A4 1 % spasi, font 12
tentang Marcela dan dikaitkan dengan fakta situasi
perempuan / anak perempuan di sekitar peserta. Bila
ada waktu bisa dipilih artikel yang paling menarik
untuk dibahas.

6.3 Langkah alternative lainnya

1.

Aktivitas lain yang dapat dilakukan adalah meminta
peserta untuk memilih kelompok (terdiri dari 6-8
orang usahakan setiap kelompok terdiri dari
komunitas yang sama: suku, daerah, latar belakang)
dan minta setiap kelompok untuk menyiapkan
sandiwara/teater pendek sebagai keluarga (kecil atau
besar tergantung banyaknya jumlah peserta) dengan
tema-tema yang bisa dipilih:
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= Memilih universitas (jurusan, lokasi)

*  Memilih jodoh

* Pembagian kerja di rumah, perilaku keluarga
terhadap anak perempuan dan laki-laki

*  Memilih pekerjaan (jenis, lokasi)

Catatan untuk Fasilitator:

1.

Bila memungkinkan dari segi waktu dan kemampuan
peserta dalam memahami bahan bahasan ajak peserta
untuk mengenal patriarki dan interseksionalitas.
Bagikan handout H.4.3 “Patriarki” dan handout H.4.4
“Interseksionalitas” dan bawakan secara singkat PPnya
yang dikaitkan dengan gender. Yang harus dipastikan
adalah peserta memahami bahwa perempuan/anak
perempuan mengalami diskriminasi secara berbeda
(keberlapisan) tergantung dari suku, agama, ras, kelas
sosial, warna kulit, usia, status perkawinan, pendidikan,
pekerjaan dstnya. Contoh: Pengalaman didiskriminasi
seorang perempuan suku Jawa yang beragama Islam
dengan perempuan Jawa beragama Hindu pastilah
berbeda di dunia kerja. Atau pengalaman perempuan
Papua, beragama Kristen, bekerja di Jakarta dengan
perempuan Aceh, beragama Islam bekerja di
perusahaan yang sama dengan perempuan dari Papua
pastilah berbeda.

Fasilitator dapat menghubungnkan video Five Pesos
dengan Konvensi CEDAW di sesi berikutnya tentang
CEDAW.

86| Page



Video ini memperlihatkan pelanggaran hak untuk
berkembang dan hak untuk hidup bermartabat, yang
jutaan perempuan derita setiap hari karena
kemiskinan. la juga menunjukkan bagaimana
kesenjangan kelas, jenis kelamin dan usia secara
bersama-sama membuat realitas menjadi sangat sulit
untuk gadis-gadis muda yang bekerja di jalan.

Pasal 5 Konvensi CEDAW tentang pembangunan sosial
dan budaya stereotip yang harus dihapus dan
mendefinisikan kesetaraan peran perempuan dan laki-
laki.

Pasal 10 Konvensi CEDAW tentang hak perempuan di
bidang pendidikan, termasuk bebas dari pelecehan
seksual.

6.4 Diskriminasi Institusional terhadap Perempuan

1.

Fasilitator mengajak peserta kembali ke pokok
bahasan 6.2 dan melihat norma-norma social yang
sudah ada. Fasilitator meminta peserta memilih atau
menentukan salah satu norma sosial untuk dipakai
sebagai bahan latihan.

Contoh : ‘Perempuan pemalu, lemah, emosional dan
keibuan”. Ini Stereotip yang biasa berlaku di
masyarakat Indonesia. Atau “Jurnalis Perempuan
tidak bisa ditempatkan di desk Kriminalitas”
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2. Kemudian Fasilitator membagi peserta menjadi 5
kelompok.

3. Fasilitator meminta Peserta mendiskusikan dalam
kelompok lima institusi yang peserta kenal dalam
norma social yang dipilih tersebut. Misalnya keluarga,
masyarakat, institusi perguruan tinggi; industri, sektor
pelayanan seperti bank, media, kepolisian;
pengadilan; kepemimpinan politik dan pengambil
keputusan. Bila ada kelompok yang kesulitan untuk
bekerja dengan norma sosial yang umum kelompok
tersebut dapat memilih norma pilihan mereka.

4. Setiap kelompok akan berpartisipasi dalam diskusi
yang terarah untuk menjawab pertanyaan di bawah
dan menghubungkannya dengan institusi yang dipilih.
Diskusi akan berlangsung selama 25 menit. 1. Minta
kelompok untuk menuliskan hasil dari diskusi di kertas
plano / flipchart.

Pertanyaan Diskusi Kelompok:

a. Apa peran tipikal bagi perempuan dan laki-laki di
dalam institusi ini?

b. Sumber daya apa yang di alokasikakn bagi laki-laki
dan perempuan oleh institusi agar mereka
masing-masing dapat memenuhi harapan
terhadap peran vyang diberikan ? (misal:
kesempatan pelatihan dan pengembangan
kemampuan, keuntungan material, property
dstnya?)
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Tanggung jawab apa yang melekat pada peran
yang diberikan?

Hak-hak apa saja yang diberikan dalam
menjalankan peran yang ditentukan?

Contoh jawaban:
Norma sosial: Perempuan tidak boleh pergi jauh dari
rumah.
Sektor/ Institusi: Pekerjaan/Kantor
Jawaban pertanyaan :
a.

Perempuan bekerja di kantor tetapi mereka tidak
diijinkan untuk bepergian ke kantor cabang di luar
kota. Sementara pegawai laki-laki boleh
bepergian.Laki-laki adalah manager dan pemimpin
sementara perempuan adalah sekretaris, pegawai
administrasi dan resepsionis.

Laki-laki dapat mengikuti pelatihan untuk
peningkatan kapasitas tetapi perempuan tidak
diberi kesempatan yang sama. Hampir sama adalah
bahwa laki-laki diperbolehkan mengikuti
seminar/pelatihan di luar kota dstnya.

Perempuan  bertanggung jawab  terhadap
keamanan dan keselamatan mereka sendiri.
Kebebasan perempuan untuk bergerak, hak
perempuan untuk memilih pekerjaan dan bekerja
secara setara semuanya diabaikan.
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5. Setelah selesai diskusi kelompok, Fasilitator
memfasilitasi  diskusi pleno dimana tiap-tiap
kelompok mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya.

6. Minta wakil dari kelompok masing-masing untuk
mempresentasikan hasil diskusi di forum. Presentasi
dari masing-masing kelompok tidak boleh lebih dari
10 menit

7. Fasilitator dapat mengakhiri / menutup pokok
bahasan ini dengan menambahkan beberapa contoh
untuk menunjukan bagaimana setiap institusi
mempertajam sistem nilai sosial dan menciptakan
diskriminasi terstruktur yang menghalangi
kesempatan dan pilihan bagi perempuan.

Catatan untuk fasilitator:

Sesi ini memunculkan benang merah antara diskriminasi yang
terjadi di ruang pribadi, masyarakat dan institusi. Hal ini akan
menjadi landasan dalam diskusi tentang HAM dan CEDAW
dalam mengupas diskriminasi.

6.5 Garis besar Modul Gender, Seks dan Seksualitas
MENGENAL GENDER, SEKS dan SEKSUALITAS
Tujuan Pokok | Memahami konsep dan perbedaan antara

Bahasan gender dan sex

Instruksi bagi | Sesiini mengidentifikasi perbedaan antara

Fasilitator gender dan sex sehingga peserta dapat
membedakan keduanya. Sangatlah
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penting  bagi peserta memahami
perbedaan ini karena banyak peran
stereotip dan harapan bagi laki-laki dan
perempuan diberlakukan atas dasar
perbedaan biologis atau beda jenis
kelamin. Padahal kenyataannya,
perbedaan biologis hanyalah salah satu
aspek dari unsur pembanding. Banyak
peran dan harapan bagi perempuan dan
laki-laki yang tidak berdasarkan alasan
biologis samasekali.

Sebaliknya masyarakat dan budayalah
yang mendikte pembagian peran
perempuan dan laki-laki (disebut sebagai
konstruksi gender oleh masyarakat).

Sesi ini mungkin kadang menimbulkan
perdebatan yang didasarkan pada nilai
individu peserta dan keyakinan pada apa
peran alami laki-laki dan perempuan.

Sementara fasilitator memfasilitasi diskusi
yang aktif, ia juga harus dapat
mengantisipasi dan menjaga agar debat
tidak berlangsung secara frontal antara
sesama peserta yang memaksakan
kehendak satu dengan yang lain. Bila hal
itu sampai terjadi maka fasilitator akan
menutup sesi dengan meringkas poin-poin
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penting tanpa perlu beragumentasi atau
berusaha mencapai konsensus bagi
sesama peserta.

Bila seorang peserta mempunyai
pendapat yang sangat berbeda dari tujuan
sesi ini, fasilitator sebaiknya
menggunakan jawaban yang positif dari
peserta lain dan melangkah ke diskusi
berikut untuk mencegah dialog yang
konfrontatif.

Keraguan atau kebingungan peserta dapat
dibicarakan pada waktu rehat kopi atau
pada modul lain di mana kesempatan
untuk membicarakan poin tsb kembali
muncul.

Bila seseorang mulai meyakinkan yang lain
untuk menerima pendapatnya fasilitator
harus mengingatkan bahwa tujuan dari
sesi bukanlah untuk mencapai konsensus
di antara peserta tapi sebaliknya adalah
untuk berbagi konsep. Ini baru sesi
perkenalan dari 4 hari pelatihan
karenanya fasilitator harus memastikan
bahwa latihan ini harus dilakukan dalam
suasana yang suportif dan kondusif.
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Handout

Handout: Apa itu Gender dan Sex?
-Menggugat Patriarki — Kamla Bhasin

STEREOTIP GEN

DER

Tujuan sesi

Membantu peserta memahami bahwa
menentukan perbedaan harapan kepada
perempuan dan laki-laki menciptakan
stereotip gender yang membatasi orang
untuk mengembangkan diri secara penuh
dan menikmati hak-haknya terutama bagi
perempuan.

Instruksi bagi
Fasilitator

Sesi ini merupakan lanjutan dari latihan
sebelumnya. Sekarang ketika peserta
sudah memahami apa arti gender (yaitu
hasil dari konstruksi sosial dan budaya)
Pada sesi ini peserta akan diajak untuk
belajar membedakan antara harapan yang
dapat diterima dan yang negatif serta
peran perempuan dan laki-laki.

Fasilitator akan memulai diskusi untuk
membuat peserta mengerti bahwa
harapan dan peran yang ditujukan kepada
perempuan ke dalam satu “paket” dan
harapan serta peran laki-laki ke dalam
“paket” yang lain lah yang menyebabkan
timbulnya apa yang kita sebut
stereotyping . Bagi mereka yang tidak
mengikuti aturan yang ada di dalam

“paket” kemudian dianggap abnormal dan
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juga seringkali mendapatkan hukuman

sosial.
Handout Tidak ada Handout
MEMAHAMI PERAN GENDER, STEREOTIP LEBIH JAUH
Tujuan sesi = Peserta bisa langsung menghubungkan

peran gender yang dibebankan kepada
perempuan

= Peserta bisa merasakan  bahwa
diskriminasi terjadi di ruang privat
maupun publik dan diderita oleh anak
perempuan/perempuan. Diskriminasi
di mulai di rumah dan direplikasikan di
ruang public

Instruksi bagi
Fasilitator

Five pesos menceritakan kisah seorang
gadis berusia sebelas tahun yang bernama
Marcela. Dia adalah putri seorang
perempuan miskin yang tinggal di sebuah
perkampungan kumuh. Dia memiliki dua
saudara lelaki, dan ayah mereka tidak
diketahui. Marcela bekerja di jalan
membuka pintu taksi, dan tidak pergi ke
sekolah. Ibunya bekerja berjam-jam
sebagai pekerja rumah tangga.

Setiap hari untuk membantu ibunya,
Marcela harus membawa pulang lima
peso (setara dengan USS5). Suatu hari
"teman kerjanya" mencuri uangnya.

Melihatnya menangis, pekerja
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pemeliharaan stasiun bis menawarkan
untuk memberinya uang. la mengikutinya
untuk mendapatkannya, tapi ia malah
diperkosa dan kemudian diberi lima peso.
Five pesos membahas masalah
kemiskinan, pekerja anak, dan beberapa
risiko yang mungkin dialami gadis-gadis
yang bekerja di jalan. Video ini juga
menggambarkan kekejaman pelecehan

seksual.

Handout Buku saku “CEDAW”, Teks: Patriarki,
Interseksualitas

Materi Video Five Pesos
https://db.tt/uR2LkhuQ

DISKRIMINASI INSTITUSIONAL TERHADAP PEREMPUAN

Tujuan sesi Peserta mengerti bahwa gender ideologi

tidak hanya berlaku di sosial atau budaya
masyarakat tapi juga di reproduksi dan
diperkuat oleh institusi publik:
pemerintahan, sekolah, gereja, masjid,
agama, tempat kerja, pasar dstnya.

Instruksi bagi
Fasilitator

Latihan sebelumnya memantapkan :

a. peran gender adalah ‘buatan
manusia’ atau merupakan konstruksi
sosial dan tidak timbul secara alami
sebagai akibat dari perbedaan
biologis sehingga dapat berubah atau
dapat diubah.
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b. bahwa stereotip gender

mengakibatkan subordinasi
perempuan oleh laki-laki dan
diskriminasi terhadap perempuan.

Latihan pada sesi ini akan membantu
memantapkan pemahaman
bagaimana norma gender dan
stereotip mempengaruhi institusi
publik yang ujungnya menciptakan
halangan dan diskriminasi di area
publik terhadap perempuan. Latihan
ini bertujuan untuk memantapkan
pengetahuan peserta bahwa ideologi
gender tidak hanya terjadi di institusi
sosial dan budaya seperti dalam
keluarga atau masyarakat saja tapi
juga direproduksi dan diperkuat oleh
institusi publik seperti pemerintahan,
sekolah, gereja, masjid, agama,
tempat kerja, pasar, media,
pertanian, industri, hukum dan
kebijakan, dstnya. Ini semakin
memantapkan  bahwa  stereotip
gender bukan hanya mindset/pola
pikir atau sistem nilai sosial tetapi
juga membatasi perempuan terhadap
pilihan, pengembangan diri,
kesempatan di bidang pendidikan,
ekonomi, politik dan kehidupan
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publik. Stereotip gender memisahkan
peran, sumber daya, kesempatan dan
hak-hak yang tersedia bagi
perempuan dan laki-laki di
masyarakat.

Latihan ini mendorong peserta untuk
menilai bagaimana norma sosial
mempengaruhi kebijakan dan praktek
yang terjadi di masyarakat yang
menguasai  institusi  publik dan
menunjukkan bagaimana diskriminasi
terhadap perempuan berlangsung
secara sistematik dan di segala
tingkatan struktural. Dan hal ini
mencuatkan kaitan antara
diskriminasi di area privat dan area
publik. Kesetaraan bagi perempuan
tidak akan tercapai hanya dengan
kerja keras perempuan atau
dukungan beberapa kelompok di
masyarakat saja tapi membutuhkan
revolusi mental secara struktural dan
sistmematik.

Handout

Tidak ada Handout
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Bahan Bacaan

1. Teks:
=  Apa Gender dan Sex?
= Patriarki

= Interseksionalitas

= Seksualitas

Buku saku “CEDAW”

Menggugat Patriarki — Kamla Bhasin

Interseksionalitas

Video: Women Uphold the Sky, Episode: Five Pesos :
https://db.tt/uR2LkhuQ

v W
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BAB 7
SEJARAH HAM, HAP DAN DEMOKRASI DI DUNIA

Tujuan sesi

a. Peserta mengetahui dan memahami sejarah dan

perkembangan demokrasi di dunia dan Indonesia

b. Peserta mengetahui dan memahami sejarah dan
perkembangan hak asasi manusia di dunia dan

Indonesia

c. Peserta mengetahui dan memahami sejarah dan
perkembangan hak asasi perempuan dan instrument

hak asasi perempuan di dunia dan Indonesia

d. Peserta mengetahui dan memahami multi treaty body

di PBB

Pokok Bahasan

a. Sejarah dan perkembangan demokrasi di dunia dan

Indonesia

b. Sejarah dan perkembangan hak asasi manusia di duni

dan Indonesia

c. Sejarah dan perkembangan hak asasi perempuan di

dunia dan Indonesia

Waktu
120 menit

a.

Sejarah dan perkembangan | 30 menit
demokrasi di dunia dan Indonesia
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b. Sejarah dan perkembangan hak | 20 menit
asasi manusia di duni dan
Indonesia

c. Sejarah dan perkembangan hak | 20 menit
asasi perempuan di dunia dan
Indonesia

d. Diskusi 50 menit

4. Metode
a. Presentasi materi dari fasilitator atau ceramah
dengan mengundang narasumber
b. Diskusi dua arah
c. Brainstorming langsung

5. Alat bantu

a. Power point presentasi
Kertas plano / flipchart
Flipchart
Spidol
Kertas metaplan berwarna
Speaker
Laptop dan pemutar video
LCD

S@m *0 a0 T

6. Langkah-langkah
1. Sejarah dan perkembangan demokrasi di dunia dan
Indonesia
2. Sejarah dan perkembangan hak asasi manusia di
dunia dan Indonesia
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3. Sejarah dan perkembangan hak asasi perempuan di

vi.

Vii.

dunia dan Indonesia

Panitia dan Fasilitator dapat menyiapkan materi
sendiri atau mengundang narasumber yang akan
menyampaikan topic “Sejarah Demokrasi dan Hak
Asasi Manusia di Internasional dan Nasional”
Setelah pemaparan, Fasilitator membuka diskusi
atau tanya jawab dengan peserta

Fasilitator menegaskan kembali hal-hal penting
yang menjadi momen perubahan dalam
perkembangan tersebut (factor pendorong,
strategi, actor-aktor perubahan, tantangan dan
posisi saat ini)

Fasilitator dapat membuat semacam timeline /
infografis untuk membantu peserta mudah
memahami perkembangan tersebut

Tiga pokok bahasan tersebut dapat disampaikan
secara terpisah maupun bersama-sama

Sebagai kesimpulan, Fasilitator dapat
menyebutkan prinsip atau factor mendasar yang
membedakan antara perkembangan demokrasi,
hak asasi manusia dan hak asasi perempuan dan
dimana posisi perempuan dalam sejarah dan
perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia
tersebut.

Sesi ini dapat diperdalam dengan memutar film di
malam harinya terkait dengan tema demokrasi,
hak asasi manusia dan hak asasi perempuan
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7. Bahan bacaan
a. Pengantar sejarah perkembangan demokrasi dan hak
asasi manusia
b. Posisi (gerakan) perempuan dalam sejarah dan
perkebangan demokrasi dan hak asasi manusia di
dunia dan Indonesia
c. Film tentang demokrasi dan hak asasi manusia
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BAB 8

CEDAW: SEJARAH, PRINSIP-PRINSIP, UNSUR DAN

SUBSTANSI SEBAGAI SATU KESATUAN

Tujuan

a.

Peserta mengetahui dan memahami sejarah dan
factor yang melatarbelakangi lahirnya konvensi
CEDAW

b. Peserta mengetahui dan memahami apa saja prinsip
dasar yang digunakan dalam konvensi CEDAW

c. Peserta mengetahui dan memahami prinsip-prinsip
CEDAW  sebagai kerangka berpikir  untuk
melaksanakan konvensi CEDAW

d. Peserta memahami dan dapat menerapkan prinsip-
prinsip CEDAW sebagai kerangka analisa dalam
memantau pelaksanaan konvensi CEDAW

e. Peserta mengetahui dan memahami apa saja unsur-
unsur CEDAW yang merupakan satu kesatuan utuh
dokumen hak asasi perempuan

f. Peserta mengetahui dan memahami isi/substansi
pasal per pasal konvensi CEDAW dan mampu
menerapkannya dalam analisa kasus

Pokok Bahasan

a. Sejarah CEDAW

b. Prinsip CEDAW

c. Unsur-unsur CEDAW

d. Isi/substansi CEDAW
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3. Waktu

2

40 menit

Sejarah CEDAW

30 menit

Prinsip-prinsip
CEDAW

100 menit

Unsur-unsur
CEDAW

50 menit

Isi/substansi
CEDAW

60 enit

4. Metode

I ]

Presentasi
Diskusi dua arah

Diskusi kelompo
Studi kasus

5. Alat bantu

U

LCD
Power poin

Spidol
Laptop dan pem

Papan flipchart

k

Kertas plano/flipchart

utar video

Kertas metaplan berwarna

Menonton video grafis prinsip-prinsip CEDAW
Membaca kritis konvensi CEDAW
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6. Langkah-langkah

6.1 Sejarah CEDAW dan instrument hak asasi perempuan di

internasional, regional dan nasional

1.

Fasilitator menyiapkan presentasi tentang sejarah
CEDAW dan instrument hak asasi perempuan
internasional, regional dan nasional

Fasilitator menjelaskan tujuan dan pentingnya pokok
bahasan ini

Fasilitator dapat memulai penjelasan dengan
brainstorming “Apa yang diketahui peserta tentang
instrument hak asasi perempuan di internasional,
regional dan nasional?”

Fasilitator mencatat poin-poin penting dari peserta
Jika brainstormingnya dirasa cukup, Fasilitator
kemudian memaparkan presentasinya tentang
instrument hak asasi perempuan internasional,
regional, nasional, dan menghubungkannya dengan
poin-poin penting yang diungkapkan peserta yang
dicatat oleh Fasilitator tadi

Pokok bahasan ini dapat menggunakan metode
diskusi kelompok dengan membagi peserta menjadi
tiga yang akan mendiskusikan instrument hak asasi
perempuan di masing-masing wilayah yakni
internasional, regional dan nasional

Setelah pokok bahasan instrument hak asasi
perempuan internasional, regional dan nasional,
Fasilitator kemudian mengerucutkan ke salah satu
intrumen internasional yakni CEDAW. Fasilitator
dapat menanyakan ke Peserta “Apakah ada yang
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mengetahui tentang sejarah latar belakang lahirnya
CEDAW?”

8. Kemudian Fasilitator memaparkan presentasinya
tentang sejarah CEDAW

9. Fasilitator mengajak Peserta untuk mendiskusikannya

10. Fasilitator menutup pokok bahasan instrument hak
asasi perempuan dan sejarah CEDAW dengan
menggarisbawahi hal-hal penting dari pokok bahasan
ini.

6.2 Prinsip-prinsip CEDAW

1. Fasilitator dan Panitia menyiapkan peralatan untuk
memutar video grafis; presentasi dan kasus-kasus yang
menggambarkan pinsip non-diskriminasi, kesetaraan
substantive dan kewajiban negara. Jika memungkinkan
kasus dari pemberitaan dan penulisan di media

2. Fasilitator memutar video grafis CWGI tentang prinsip-
prinsip CEDAW  (Non-Diskriminasi;  Kesetaraan
Substantif; dan Kewajiban Negara).

3. Fasilitator sebaiknya memutar satu video dan diikuti
dengan diskusi bersama dengan Peserta tentang
maksud dan penangkapan Peserta tentang isi video
tersebut.

4. Ketika diskusi sebaiknya Fasilitator membuat catatan
tentang poin-poin yang dianggap penting untuk
dijadikan contoh atau yang sekiranya membutuhkan
penjelasan lebih lanjut

5. Ketika Peserta sudah menyaksikan dan mendiskusikan
ketiga video prinsip-prinsip CEDAW tadi, Fasilitator
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dapat menggarisbawahi poin-poin penting atau
kesimpulan dari ketiga prinsip CEDAW tersebut. Hal ini
bisa menggunakan presentasi yang sudah disiapkan
sebelumnya oleh Fasilitator

6. Fasilitator dapat menggali pemahaman peserta dengan
studi kasus yang sudah dipersiapkan yang dikerjakan
dalam kelompok dan kemudian diplenokan bersama

6.3 Unsur-unsur CEDAW
1. Fasilitator menyiapkan presentasi tentang unsur-
unsur CEDAW dan kasus-kasus tentang diskriminasi
dan kekerasan terhadap perempuan
2. Fasilitator dibantu panitia membagikan buku atau
dokumen yang berisi konvensi CEDAW, Rekomendasi

Umum dan Concluding Observation Indonesia

3. Fasilitator memaparkan presentasinya tentang unsur-
unsur CEDAW

4. Dalam pemaparannya, Fasilitator bisa langsung
mengajak  diskusi  Peserta, sehingga proses
pemaparan berlangsung interaktif

5. Kemudian, Fasilitator membagi Peserta dalam
beberapa kelompok dengan tugas:

a. Membaca masing-masing dokumen CEDAW yang
terdiri dari konvensi, rekomendasi umum dan
concluding observation

b. Membagikan contoh kasus berbeda ke masing-
masing kelompok untuk kemudian
mendiskusikan:
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6.

= Pasal-pasal berapa saja dalam konvensi
CEDAW yang terkait dengan kasus tersebut?
= Rekomendasi umum nomor berapa saja dan
paragraph berapa yang terkait dengan kasus
tersebut?
= Rekomendasi apa saja yang dapat diusulkan
untuk penyelesaian kasus tersebut dan
mencegah kasus tersebut tidak terulang?
Setelah Peserta selesai mendiskusikan secara
kelompok, Fasilitator meminta masing-masing
kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya
Fasilitator dapat berimprovisasi untuk metode
presentasinya dan diskusi plenonya, misalnya dengan
menggunakan metode “Café Bergerak” atau
presentasi di depan.
Fasilitator kemudian membahas atau menjelaskan
hal-hal penting yang muncul dalam diskusi pleno.

6.4 Isi/substansi CEDAW

1.

Fasilitator menyiapkan presentasi dan video
Kalyanamitra tentang substansi CEDAW

Fasilitator dibantu Panitia menyiapkan peralatan
untuk memutar video tersebut

Fasilitator memutar video tersebut dan kemudian
menjelaskan detil dan maksud dari masing-masing
pasal (terutama pasal 1-16) CEDAW

Kemudian Fasilitator membagi Peserta dalam
kelompok (jumlah kelompok disesuaikan dengan
jumlah peserta dan dinamikanya)
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Fasilitator menugaskan masing-masing kelompok

mendiskusikan dan menganalisa kasus yang berbeda:

a. Mengapa kasus tersebut melanggar CEDAW
(prinsip dan pasal)?

b. Penyelesaian seperti apa yang dapat dilakukan
oleh pemerintah, media, masyarakat?

c. Kelompokkan upaya-upaya tersebut dalam
cluster penghormatan, pemenuhan, perlindungan
dan promosi hak asasi manusial

Fasilitator kemudian meminta  masing-masing

Kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya

Fasilitator membahas bersama dengan Peserta untuk

setiap masing-masing hasil diskusi kelompok

Fasilitator ~menyimpulkan  sesi ini  dengan

menggarisbawahi apa yang penting dilakukan atau

diperhatikan oleh peserta sebagai jurnalis atau pelaku
media

7. Bahan bacaan

o oo

Artikel tentang sejarah CEDAW

Artikel tentang prinsip-prinsip CEDAW

Konvensi CEDAW

Rekomendasi Umum CEDAW No. 19, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 33

Video grafis prinsip-prinsip CEDAWContoh kasus-
kasus yang menggambarkan/ mencerminkan: (1)
Jenis-jenis diskriminasi, (2) Jenis-jenis pendekatan
kesetaraan, (3) Unsur-unsur CEDAWI. (4) Isi CEDAW
dan analisisnya
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BAB 9

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERS INTERNASIONAL:

PERSPEKTIF GENDER

1. Tujuan
1. Peserta memahami sejarah Pers di dunia secara
umumnya
2. Peserta memahami sejarah dan perkembangan pers
dunia hingga kini dari perspektif gender
3. Peserta memahami prinsip-prinsip dasar pers dan

etika jurnalisme dari perspektif gender

2. Pokok Bahasan
1. Sejarah pers internasional dan perkembangannya
hingga kini
2. Sejarah pers internasional dan perkembangannya
kini dari perspektif gender
3. Waktu: 60 menit
1. Sejarah pers secara umum : 10 menit
2. Perkembangan pers hingga kini: 10 menit
3. Sejarah dan perkembangan pers dari perspektif
gender: 20 menit
4. Diskusi: 20 menit
4. Metode
1. Presentasi
2. Pemutaran Video dan slide
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3.

Diskusi dua arah

5. Alat Bantu

1.

vk WwN

Laptop

DVD
Internet
LCD

Power point

6. Langkah-langkah:

1.

Fasilitator memutarkan video/ slide tentang pers di
jaman dulu

Fasilitator menjelaskan tentang sejarah penggunaan
media hingga sejarah pers internasional di masa kini
Fasilitator memutarkan video/ slide perkembangan
pers di masa kini

Fasilitator menjelaskan perkembangan pers
internasional di masa kini

Fasilitator menjelaskan etika jurnalisme internasional
Fasilitator menjelaskan sejarah dan perkembangan
pers dari perspektif gender

Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi

Bahan bacaan:

1.

Buku dan tulisan tentang sejarah penulisan hingga
penyebaran dan menjadi pers (sejarah menulis,
penggunaan media hingga ditemukannya mesin
cetak, radio, televisi dan internet)
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Buku dan tulisan tentang perkembangan pers
sekarang

Buku dan tulisan tentang sejarah dan perkembangan
pers dari perspektif gender

Buku dan tulisan tentang etika jurnalistik
berperspektif gender dan hukum internasional yang
mengaturnya (Konferensi Beijing Review, CEDAW,
article 19, pemikiran para feminis tentang media).

112 |Page



BAB 10

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERS INDONESIA:

PERSPEKTIF ADIL GENDER

Tujuan

a.

Peserta memahami sejarah pers di Indonesia

b. Peserta memahami perkembangan pers di Indonesia

c. Peserta memahami sejarah pers dan
perkembangannya dari perspektif gender

d. Peserta memahami etika jurnalistik dan prinsip dasar
pers dari perspektif gender

Pokok Bahasan

a. Sejarah pers Indonesia dan perkembangannya hingga
kini

b. Sejarah pers Indonesia dan perkembanganya kini dari
perspektif gender

c. Etika dan prinsip dasar jurnalistik perspektif gender
di Indonesia

Waktu : 90 menit

a. Sejarah pers Indonesia : 15 menit

b. Perkembangan pers Indonesia hingga kini dan kasus-
kasus yang terjadi: 15 menit

c. Sejarah dan perkembangan pers dari perspektif
gender dan pola advokasinya: 30 menit

d. Diskusi: 30 menit
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4. Metode

a.
b.
C.

Presentasi
Pemutaran Video dan slide
Diskusi dua arah

5. Alat Bantu

® oo o

Laptop

DVD
Internet
LCD

Power point

6. Langkah-langkah

1.

5.

Fasilitator memutarkan video tentang pers Indonesia
di masa dulu

Fasilitator menjelaskan tentang sejarah penggunaan
media hingga perkembangan pers Indonesia di masa
kini sekaligus kasus-kasus etika yang dilakukan pers
di masa kini

Fasilitator menjelaskan sejarah dan perkembangan
pers dari perspektif gender dan pelanggaran kasus
yang dilakukan media

Fasilitator menjelaskan etika jurnalisme secara umum
dan etika jurnalisme berperspektif gender

Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi

Bahan bacaan

1.

Buku dan tulisan tentang sejarah penulisan hingga
penyebaran dan menjadi pers di masa lalu (sejarah
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menulis dan penggunaan media, sejarah pers di masa
kolonial, di masa orde baru, di masa reformasi dan
pasca reformasi)

Buku dan tulisan tentang perkembangan pers
sekarang

Buku dan tulisan tentang sejarah dan perkembangan
pers dari perspektif gender

Buku dan tulisan tentang etika jurnalistik
berperspektif gender dan regulasi-regulasi media di
Indonesia

Video tentang pelanggaran etika terkait isu gender
yang dilakukan media
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BAB 11
REGULASI MEDIA: PERSPEKTIF ADIL GENDER

Tujuan

a. Peserta memahami regulasi media di sejumlah
negara

b. Peserta memahami regulasi media di Indonesia,
fungsi dan perkembangannya hingga kini

c. Peserta memahami regulasi media berperspektif
gender

d. Peserta mampu memahami pola advokasi regulasi
media di Indonesia

Pokok Bahasan

a. Sejarah regulasi media di sejumlah negara dan di
Indonesia sekaligus advokasinya hingga kini

b. Macam-macam regulasi media di Indonesia dan
penerapannya (regulasi media cetak, radio dan
televisi, internet)

c. Regulasi media berperspektif gender

Waktu: 60 Menit

a. Pokok bahasan mengenai regulasi media di sejumlah
negara: 10 menit

b. Pokok bahasan mengenai regulasi media di
Indonesia: 10 menit

c. Pokok bahasan mengenai regulasi media
berperspektif gender serta pola advokasi regulasi
media berperspektif gender: 20 menit
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d.

Diskusi dan tanya jawab: 20 menit

4. Metode
a. Presentasi
b. Diskusi dua arah

5. Alat Bantu

a.

b
c.
d.
e

Laptop

DVD
Internet
LCD

Power point

6. Langkah-langkah

1.

Fasilitator memutarkan video tentang kasus-kasus
yang berhubungan dengan regulasi media di
sejumlah negara dan di Indonesia

Fasilitator menjelaskan tentang macam-macam
regulasi media di Indonesia (cetak, radio dan televisi,
internet) serta pola advokasinya

Fasilitator menjelaskan regulasi media dari perspektif
gender

Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi

Bahan bacaan

a.

Buku dan tulisan tentang regulator dan regulasi
media dan penerapannya di sejumlah negara (Kode
etik jurnalistik, pedoman program dan standar
penyiaran, dll)
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Buku dan tulisan tentang regulasi media dan
penerapannya di Indonesia

Buku dan tulisan tentang regulasi media dari
perspektif gender

DVD tentang advokasi dan kasus yang berhubungan
dengan regulasi media di Indonesia
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BAB 12
CEDAW SEBAGAI ALAT ADVOKASI DI MEDIA

1. Tujuan

a.

Peserta memahami CEDAW digunakan sebagai alat
analisa hukum berperspektif perempuan untuk
melakukan advokasi di media (baik advokasi pada
content, buruh perempuan maupun regulasi media)
Peserta memahami posisi jurnalis sebagai aktor
perubahan di masyarakat

Peserta memahami fungsi literasi media sebagai
salah satu alat advokasi bagi jurnalis

2. Pokok Bahasan

Pola-pola diskriminasi terhadap perempuan di media
CEDAW sebagai alat ukur penghapusan diskriminasi
di media

Jurnalis sebagai aktor perubahan

Literasi media sebagai alat advokasi bagi perempuan
di media

3. Waktu : 90 menit

a.

Pola diskriminasi di media dan CEDAW sebagai alat
analisa penghapusan diskriminasi terhadap
perempuan di media : 30 menit

Media literasi sebagai alat advokasi di media dan
jurnalis sebagai aktor perubahan di media: 15 menit
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c. Diskusi kelompok: 15 menit
d. Pemaparan hasil diskusi kelompok dan tanya jawab:
30 menit

4. Metode
a. Presentasi
b. Diskusi 2 arah

5. Alat bantu
a. Laptop
b. Power point

6. Langkah-langkah

1. Fasilitator memaparkan contoh-contoh  kasus
diskriminasi terhadap perempuan di media

2. Fasilitator memaparkan penggunaan CEDAW sebagai
alat advokasi dalam melihat diskriminasi terhadap
perempuan di media

3. Fasilitator memaparkan posisi jurnalis sebagai agen
perubahan di media

4. Fasilitator menjelaskan soal media literasi yang bisa
digunakan sebagai alat advokasi di media bagi jurnalis
dan masyarakat umum

Bahan Bacaan
a. Catatan tentang kasus-kasus diskriminasi terhadap
perempuan di media
b. Konferensi Beijing Platform Review (BPFA) dan
CEDAW
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c. Catatan dan buku tentang sejarah literasi media
d. Buku dan DVD tentang jurnalis dan keterlibatannya
dalam proses advokasi di media
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GLOSARIUM

Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk
diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan
perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas
dasar persamaan hak dengan laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan
berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau
mungkin berakibat kesengsaraan atau enderitaan perempuan
secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman
tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di
depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga.

Gender didefinisikan sebagai makna sosial yang diberikan
kepada perbedaan jenis kelamin biologis. Gender merupakan
penafsiran ideology dan budaya, namun juga direproduksi
dalam ranah praktik materiil, pada gilirannya, gender
mempengaruhi  hasil praktik-praktik tersebut. Gender
mempengaruhi distribusi sumber daya, kekayaan, pekerjaan,
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pengambilan keputusan dan kekuasaan politik, dan
dinikmatinya hak (right) dan hak menerima (entitlement)
dalam keluarga maupun dalam kehidupan publik.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga
negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan
yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan
warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau
melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan
pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial,
ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya
praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Aksesi adalah bahwa suatu negara menerima tawaran atau
kesempatan untuk menjadi Negara Pihak dari suatu traktat
setelah traktat diberlakukan. Aksesi juga memiliki efek legal
yang sama dengan ratifikasi. Ratifikasi dan aksesi semata-mata
mewajibkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan bagi
pemenuhan tujuan-tujuan dari traktat sesuai dengan syarat-
syarat yang digariskan dalam traktat.

Deklarasi adalah garis besar interpretasi atas suatu pasal
tertentu oleh negara yang menyatakannya, dan dengan
demikian hanya terikat pada interpretasi tersebut. Tidak
seperti reservasi, deklarasi hanya memperjelas posisi negara
tersebut dan tidak berarti menolak atau merubah efek legal
suatu traktat. Deklarasi tidak mengikat secara hukum (legally
binding) kepada negara yang menandatangani, tetapi hanya
memperjelas posisi negara yang setuju dengan substansi
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Deklarasi. Deklarasi bisa menjadi sumber hukum, tetapi tidak
bisa menjadi landasan hukum.

De Jure dan De Facto adalah Kewajiban adanya hasil/manfaat
ditegaskan dalam pasal 4 yang merupakan inti keterkaitan
antara tindakan khusus sementara atau tindakan afirmasi
dengan kesetaraan de facto. De jure mengacu pada apa yang
terkandung dalam hukum tertulis sementara de facto
mengacu pada apa yang terjadi secara faktual atau dalam
kenyataan. Bagi CEDAW, hasil atau kenyataan merupakan
ukuran nyata capaian suatu negara.

Hukum domestik/nasional adalah hukum yang berlaku di
suatu negara. Walaupun secara nasional biasa disebut dengan
Hukum Nasional, dalam konteks Hukum Internasional
biasanya disebut “Municipal Law”.

Kewajiban Negatif berarti negara tidak memiliki hak untuk
menganggu wilayah kebebasan pribadi. Dengan kata lain, hak
ini berfungsi sebagai perlindungan bagi individu terhadap
pemaksaan kehendak oleh kekuatan negara. Hak atas
kebebasan memilih keyakinan tertentu atau mengemukakan
pendapat merupakan contoh kewajiban negatif.

Protokol Opsional merupakan traktat pendukung vyang
keberadaannya merupakan tambahan bagi traktat “induk”.
Protokol Opsional dapat diratifikasi oleh negara yang sudah
meratifikasi traktat induk. Protokol Opsional CEDAW, jika
diratifikasi oleh suatu negara pihak, memberikan 2 prosedur
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tambahan kepada Komite CEDAW untuk memonitor
kewajiban negara berkaitan dengan Konvensi — yaitu untuk
memeriksa pengaduan oleh individu dan melakukan
penyelidikan atas pelanggaran berat dan sistematik. Pada
dasarnya, Protokol Opsional memperluas kewenangan Komite
diluar kewenangan melakukan telaah berkala dari setiap
negara pihak, untuk menyelidiki dan memeriksa komunikai
dan laporan pelanggaran. Dengan demikian, Protokol
Opsional menyediakan akses langsung kepada Komite bagi
setiap individu.

Kewajiban Positif merupakan kewajiban negara untuk
menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu. Dengan
demikian, kewajiban tersebut merupakan hak seseorang
terhadap kesejahteraan material, sosial, dan budaya yang
memerlukan intervensi sumber daya. Hak untuk memperoleh
standar hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan
seseorang dan keluarganya merupakan salah satu contoh
kewajiban positif.

Ratifikasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara
untuk memberikan komitmen dan persetujuan tertulis untuk
menyatakan terikat secara hukum pada suatu traktat, dan
mengadopsinya menjadi Hukum Nasional. Bila ratifikasi sudah
dilakukan maka negara bersangkutan resmi menjadi peserta
traktat, biasanya disebut Negara Pihak atau Negara Peserta.
Jumlah minimal ratifikasi merupakan hal penting yang
mendasari  pemberlakuan  suatu  traktat. @ CEDAW
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mensyaratkan minimal 20 negara yang meratifikasi sebelum
dapat diberlakukan (pasal 27).

Reservasi merupakan deklarasi formal bahwa negara tidak
terikat pada bagian tertentu dari traktat; reservasi dapat
dilakukan dengan catatan bahawa hal itu tidak bertentangan
dengan maksud dan tujuan konvensi. Negara tidak bersedia
mengikatkan diri pada ketentuan pasal tertentu. Pemerintah
Indonesia mereservasi Pasal 29 ayat (1), artinya Pemerintah
Indonesia tidak setuju dengan pasal tersebut karena pada
prinsipnya Pemerintah Indonesia tidak dapat menerima
kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional yang
menyangkut Indonesia, ke Mahkamah Internasional.

Penandatanganan mewajibkan pemerintah untuk tidak
melakukan hal/tindakan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip yang ditentukan dalam pasal-pasal khusus Konvensi
tetapi tidak secara khusus mengharuskannya untuk
melaksanakan  Konvensi. Penandatangan memebrikan
kesempatan kepada negara untuk mempelajari sejauh mana
suatu traktat konsisten atau sama dengan hukum
domestik/nasional, serta untuk mengetahui besarnya kerja
yang harus dilakukan setelah ratifikasi. Penandatanganan
artinya negara tidak terikat secara hukum terhadap sebuah
Konvensi dan hanya menunjukkan bahwa negara tersebut
berkeinginan untuk mengikuti Konvensi.

Komite CEDAW adalah komite yang dibentuk berdasarkan
pasal 17 CEDAW untuk memonitor pelaksanaan Konvensi.
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Komite terdiri dari 23 orang ahli yang diusulkan dan dipilih
oleh negara pihak. Mereka bertugas dalam kapasitas pribadi
dan bukan sebagai wakil pemerintah. Mereka berasal dari
berbagai latar belakang disiplin, dan mereka merupakan
orang-orang yang memiliki moral dan kompetensi yang tinggi
di bidang yang dickup dalam Konvensi. Pemilihan anggota
Komite didasarkan atas pertimbangan sebaran geografis dan
keterwakilan beragam budaya dan sistem hukum. Mereka
bertugas selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali. Pergantian
setengah dari jumlah anggota Komite dilakukan setiap 2
tahun.

Traktat dalam makna vyang lebih umum, merupakan
instrumen legal yang ditandatangani oleh negara atau
organisasi internasional yang memiliki wewenang untuk
membuat traktat. Traktat merupakan bentuk hukum
internasional yang paling mengikat. Sebagai bagian dari
Hukum Internasional, adalah negara dan bukan individu yang
menjadi pihak darinya. Traktat juga disebut sebagai Konvensi
atau Kovenan.

Rekomendasi Umum (General Recommendation)
dirumuskan oleh Komite CEDAW berdasarkan kajian atas
laporan-laporan dan informasi dari negara Pihak.
Rekomendasi ini berisi interpretasi dan memperluas
penjelasan atas pasal-pasal tertentu dalam Konvensi CEDAW
yang dianggap memprihatinkan dan harus mendapat
perhatian semua negara Pihak. Sampai tahun 2007, Komite
telah mengeluarkan 25 Rekomendasi Umum (diantaranya
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Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap
Perempuan, Rekomendasi Umum No. 21 tentang Kesetaraan
dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga, Rekomendasi
Umum No. 23 tentang Kehidupan Politik dan Publik,
Rekomendasi Umum No. 24 tentang Perempuan dan
Kesehatan, dan Rekomendasi Umum No. 25 tentang Tindakan
Khusus Sementara).

Komentar Akhir (Concluding Comments atau Concluding
Observation) adalah komentar Komite setelah melakukan
kajian mengenai laporan yang disampaikan oleh suatu Negara
Pihak. Komite memberikan komentar mengenai kemajuan
yang telah dicapai dalam pelaksanaan kewajiban Negara yang
ditentukan oleh Konvensi, serta rekomendasi untuk lebih
memperbaikinya. Komentar Akhir Komite merupakan pula
suatu kajian atas kinerja negara tersebut dalam melaksanakan
Konvensi. Komentar Akhir ditujukan kepada suatu negara
tertentu.

Laporan Negara (State Report) adaah laporan yang dibuat
oleh Negara Pihak tentang sejauhmana perkembangan
pelaksanaan CEDAW di negaranya, yang dikirimkan ke Komite
CEDAW PBB. Pasal 18 Konvensi mewajibkan Negara Pihak
untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB
untuk dipertimbangkan oleh Komite, laporan mengenai
langkah-tindak legislatif, yudikatif, administratif atau langkah-
langkah lainnya yang telah diambil untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan dari Konvensi dan laporan mengenai
kemajuan yang dicapai: (a) dalam satu tahun setelah mulai
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berlaku untuk negara yang bersangkutan, (b) sesudah itu,
sekurang-kurangnya empat tahun sekali dan selanjutnya
sewaktu-waktu sesuai permintaan Komite. (2) Laporan dapat
memuat faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat
pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam
Konvensi ini.

Laporan NGO (NGO Report). Terdapat 3 istilah, yaitu : (1)
Laporan Bayangan (Shadow report) yaitu laporan yang ditulis
untuk mengkritisi laporan pemerintah, (2) Laporan Alternatif
(Alternative report) yaitu laporan yang ditulis secara terpisah
dan mandiri dari laporan pemerintah. Laporan ini dapat
berupa laporan lengkap yang menyinggung seluruh pasal
Konvensi CEDAWatau hanya menyoroti satu atau dua
persoalan diskriminasi yang dianggap paling prioritas yang
diidentifikasi melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok
NGO lainnya. CWGI menggunakan istilah Laporan Independen
untuk laporan alternatif ini, (3) Laporan Komplementer
(Complementary Report) vyaitu laporan vyang bersifat
komplementer pada laporan yang disampaikan oleh
Pemerintah.

* Beberapa istilah diambil dari sumber : Buku “CEDAW :
Mengembalikan Hak-hak Perempuan”, yang diterbitkan oleh
UNIFEM South Asia Regional Office dan PLD (Partners for Law
in Development), Jakarta, Juni 2007.
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. Rekomendasi Umum CEDAW No. 28
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. Rekomendasi Umum CEDAW No. 33
. Concluding Observation CEDAW untuk Indonesia
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Buku Menggugat Patriarki — Kamla Basin -
Kalyanamitra

Interseksionalitas

Booklet Tindakan Khusus Sementara - ICWIP

Buku CEDAW Mengembalikan Hak-Hak Perempuan —
UNIFEM

Sejarah Literasi Media

Kode etik jurnalistik, pedoman program dan standar
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Buku dan tulisan tentang regulasi media dan
penerapannya di Indonesia

Buku dan tulisan tentang regulasi media dari
perspektif gender
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Video tentang Perkawinan Anak
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